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ABSTRAK

Penelitian ini membahas urgensi pembentukan peraturan Gubernur mengenai
mekanisme pembongkaran reklame di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Masalah ini muncul karena kurangnya ketegasan dalam mengatur reklame yang
melanggar peraturan. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dengan
fokus pada penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Dengan dua
rumusan masalah, pertama bagaimana Urgensi Peraturan Gubernur mekanisme
pembongkaran reklame di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kedua apa materi
muatan yang perlu di atur dalam peraturan tersebut. Hasil penelitian
menunjukkan pentingnya peraturan Gubernur khusus mengenai mekanisme
pembongkaran reklame untuk meningkatkan ketertiban dan keamanan
lingkungan serta menjaga estetika kota. Materi muatan peraturan ini mencakup
pengendalian, pengawasan dan penertiban, pelaksanaan jaminan bongkar dan
tarif uang jaminan bongkar reklame, mekanisme pembongkaran reklame dan
pengembalian uang jaminan bongkar, serta pengelolaan uang jaminan bongkar.
Peraturan ini diharapkan memberikan landasan hukum yang jelas untuk
penegakan hukum terhadap reklame yang melanggar aturan, sehingga penting
dalam menyelesaikan masalah reklame ilegal yang mengganggu kenyamanan
dan keindahan lingkungan di DIY.

Kata Kunci: Peraturan Gubernur dan Pembongkaran Reklame.
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ABSTRACT

This research discusses the urgency of formation a Governor's regulation
regarding the mechanism for dismantling billboards in the Special Region of
Yogyakarta (DIY). This problem arises due to a lack of firmness in regulating
advertisements that violate regulations. Normative juridical research methods
are used with a focus on the application of rules or norms in positive law. The
research results show the importance of a special Governor's regulation
regarding the mechanism for dismantling billboards to improve environmental
order and security and maintain the aesthetics of the city. The content of this
regulation includes control, supervision and ordering, implementation of
dismantling guarantees and rates for dismantling deposits for advertisements,
mechanisms for dismantling advertisements and refunding dismantling deposits,
as well as management of dismantling deposits. This regulation is expected to
provide a clear legal basis for law enforcement against advertisements that
violate the rules, so it is important in resolving the problem of illegal
advertisements that disturb the comfort and beauty of the environment in DIY.

Keywords: Governor's Regulations and Dismantling Advertisements.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsepsi negara kesatuan menjadi kerangka dalam memahami konsepsi

lembaga yang ada di daerah dalam korelasinya dengan hubungan antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut C.F. Strong:1

“Negara kesatuan adalah negara yang diorganisasikan di bawah sebuah
pemerintah pusat. Kekuasaan apapun yang dimiliki oleh berbagai pemerintah
subnasional dalam wilayah yang diperintah secara keseluruhan oleh pemerintah
pusat diselenggarakan atas diskresi pemerintah pusat, dan kekuasaan pusat
memiliki supremasi terhadap keseluruhan tanpa pembatasan apapun yang
dipaksakan oleh undang-undang yang memberikan kekuasaan khusus kepada
bagian bagiannya.”

Lebih lanjut menurut Bagir Manan2 Otonomi cq. otonomi daerah, baik

sebagai political institution, sebagai legal institution (Hans Kelsen: political

order dan legal order) maupun sebagai lembaga manajemen, adalah subsistem

negara kesatuan. Salah satu wujud sila Persatuan Indonesia adalah Kesatuan

Republik Indonesia.

Dalam kaitan dengan wewenang atau kekuasaan, pada negara kesatuan

semua wewenang asli (original power atau original authorithy) dalam negara

adalah pada pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat memencarkan

(spreiding) sebagian wewenang kepada satuansatuan yang lebih rendah baik

1 Dwi Aindaiyaini Buidisietyowaiti, Kiebieraidaiain Otonomi Daiieraih di NiegairaiKiesaituiain Riepuiblik
IndoniesiaiDiesiertaisi, PaiscaiSairjainaiFaikuiltais Huikuim Uiniviersitais Indoniesiai, 2004, hlm. 95.

2 Zuidain Airif Faikruillaih, Politik Huikuim Otonomi Daiieraih, Raijaiwaili Priess, Jaikairtai, 2014,
hlm.143.
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dalam bentuk hak otonomi, hak pembantuan, atau hak atas dasar dekonsentrasi.

Berdasarkan kedua pendapat ini maka dapat dinyatakan prinsip dasar negara

kesatuan adalah kekuasan pemerintah daerah berasal dari pemerintah pusat,

yang kemudian dibagikan kepada daerah. Oleh karenanya, kedudukan daerah

adalah subordinasi dari pusat. Pendapat yang sama diungkapkan oleh Hans

Antlov yang dikutip oleh Suharizal bahwa prinsip negara kesatuan

berlandaskan kepada kedaulatan negara secara keseluruhan, lebih lanjut

mengemukakan:3

“The unitary principle ground sovereignity in the nation as awhole. A
goverment represing a unitry nation has right to delegatepowers downward to
region and local institutions, throughlegislation, but the region have no right
to any og these powers. A unitery staste can higly cantralized (like france) or it
can bedecentralized, with a substatial degree of autonomy of forprovinces or
communes (like britain and nethreland) at any rate,it is a unitry satate. The
power held by local and region organshave been received from above, and can
be withdrawn throughtnew legislation without any need for consent from the
communesor provinces concerned”.

Pendapat Hans Antlov tersebut mengandung pengertian bahwa dalam

negara kesatuan baik yang sentralistik maupun desentralistik yang diberikan

hak otonom ke daerah atau organ atau institusi merupakan pemberian

pemerintah pusat, pemberian hak otonom itu dapat ditarik baik kewenangan

maupun Peraturan perundang-undangan tingkat daerah tanpa harus meminta

persetujuan terlebih dahulu dari daerah.4 Sedangkan, istilah otonomi berasal

dari dua kata bahasa Yunani, yaitu autos (sendiri), dan nomos (Peraturan) atau

“undang-undang”. Oleh karena itu, otonomi berarti Peraturan sendiri atau

3 Suihairizail, Diemokraisi Piemiluikaidai dailaim sistiem kietaitainiegairaiain RI, UiNPAiD Priess,
Bainduing 2012, hlm 54-55.

4 Ibid
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undang-undang sendiri, yang selanjutnya berkembang menjadi pemerintahan

sendiri. Dalam terminologi ilmu pemerintahan dan hukum administrasi negara,

kata otonomi ini sering dihubungkan dengan kata otonomi daerah. Menurut

Fernandez yang dikutip oleh Dharma Setyawan Salam, bahwa otonomi daerah

adalah pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah

memungkinkan daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus rumah

tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna hasil guna penyelenggaraan

pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan

pembangunan.5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam konsepsi otonomi daerah dalam

UU Pemda No. 23 Tahun 2014 mencakup berbagai aspek pemerintahan wajib,

termasuk dalam urusan pemerintahan yang berkaitan dengan jalan. Berkenaan

dengan jalan, kewenangan tersebut mencakup pengaturan, pembinaan,

pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi. Ini berarti Pemerintah Daerah

memiliki tanggung jawab untuk mengatur, mengawasi, serta terlibat dalam

proses pembangunan dan perawatan jalan-jalan di wilayahnya, terutama jalan-

jalan provinsi.

Hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2022

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang

Jalan yang mengamanatkan kewenangan tersebut kepada Pemerintah Daerah,

baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mengurus segala hal

5 Dhairmai Sietyaiwain Sailaim, Otonomi Daiieraih di Niegairai Riepuiblik Indoniesiai (Idientifikaisi
biebieraipaifaiktor yaing miempiengairuihi pienyielienggairaiainyai, RaijaiGraifindo Piersaidai, Jaikairtai, 2004,
hlm. 80
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terkait dengan jalan provinsi yang berada di wilayahnya.6 Kewenangan

pemerintah daerah Provinsi dalam mengatur pemanfaatan jalan ini penting

untuk memastikan keamanan, kelancaran, dan efisiensi lalu lintas di wilayah

setempat. Mereka dapat merespons kebutuhan dan karakteristik khusus wilayah

mereka, seperti tingkat kepadatan lalu lintas, perencanaan transportasi, dan

peningkatan infrastruktur jalan. Dengan mengatur pemanfaatan jalan secara

efektif, pemerintah daerah dapat meningkatkan mobilitas masyarakat,

mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memastikan keselamatan lalu lintas.

Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk mengatur iklan

dan reklame di sepanjang jalan yang menjadi kewenangannya. Mereka dapat

menetapkan Peraturan terkait tata cara pemasangan reklame, jenis dan ukuran

reklame yang diizinkan, serta pembatasan dan pembayaran iklan. Berdasarkan

Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah

juga dapat menggunakan pengaturan reklame sebagai sumber pendapatan bagi

daerah melalui pemungutan pajak dan retribusi.7 Kewenangan pemerintah

daerah dalam mengatur reklame bertujuan untuk menjaga tata ruang, estetika,

dan lingkungan yang sehat di wilayah setempat. Mereka dapat mengendalikan

penempatan reklame yang berlebihan, mengganggu, atau melanggar aturan-

aturan tertentu.

6 Paisail 15 Uindaing-uindaing Nomor 2 Taihuin 2022 tientaing Pieruibaihain Kieduiai aitais Uindaing-
Uindaing Nomor 38 Taihuin 2004 tientaing Jailain

7 Paisail 64 aiyait (2) Uindaing-Uindaing Nomor 1 Taihuin 2022 tientaing Huibuingain Kieuiaingain
AintairaiPiemierintaih Puisait dain Piemierintaih Daiieraih
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Kondisi di Yogyakarta saat ini menghadapi masalah terkait dengan

pemasangan reklame yang berlebihan di sepanjang Jalan Provinsi. Hal ini tidak

hanya merusak estetika kota, tetapi juga mengganggu kelancaran lalu lintas.

Situasi semakin diperparah dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang

melintasi jalan provinsi tersebut.

Peraturan terkait jalan dan pemanfaatan reklame di Provinsi Yogyakarta

diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2017

tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Provinsi. Perda

tersebut mencakup regulasi tentang penggunaan ruang, termasuk pemasangan

reklame di sepanjang jalan provinsi. Pasal 59 dalam Peraturan tersebut

menjelaskan sanksi administratif bagi pelaku yang melanggar aturan terkait

pemasangan reklame secara ilegal. Sanksi tersebut termasuk teguran tertulis,

denda, bahkan pembongkaran. Hal ini bertujuan untuk menjaga tata ruang dan

estetika kota, serta mengatur pemanfaatan ruang secara terencana dan tertib

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam mengaplikasikannya di

Daerah Istimewa Yogyakarta masih terbilang kurang memenuhi syarat-syarat

yang sesuai dengan Peraturan yang ada, tidak ada pasal yang terkandung dalam

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Reklame No. 6 tahun 2017

terkait dengan sanksi yang lebih jelas.8

Seperti pada kasus maraknya pemasangan reklame di Yogyakarta yang

tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6

8 Paisail 59 Pieraituirain Daiieraih Yogyaikairtai No 6 taihuin 2017 tientaing Piengguinaiain dain
Piemainfaiaitain Baigiain-Baigiain Jailain Provinsi



6

Tahun 2017 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan

Provinsi. Tercatat dari 1500 reklame yang terpasang berdasarkan data dari

pemanfaatan jalan Provinsi sejak 2018 hingga 2021 hanya 200 saja yang

mengurus izin, ini termasuk jaringan utilitas maupun media/papan reklame.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Yogyakarta mengaku kesulitan

untuk melakukan pembongkaran karena belum ada Pergub sebagai turunan dari

Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 6 Tahun 2017 tentang Penggunaan dan

Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Provinsi. Selain itu, biaya pembongkaran

papan reklame ilegal itu terbilang mahal. Untuk pencabutan satu papan

reklame, dibutuhkan biaya sekitar Rp10 juta. Pada tahun 2022, jumlah reklame

yang tidak berizin dan harus dibongkar sebanyak 1.500 titik yang berada di

ruas jalan Provinsi di wilayah Yogyakarta. Maraknya oknum-oknum dari pihak

yang berwenang yang memanfaatkan bayaran dari perusahaan swasta dibidang

media dan reklame untuk memasang reklame dengan mudah tanpa harus

mengikuti aturan-aturan yang ada.9

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa

Yogyakarta menyebut ada ribuan reklame ilegal yang tersebar di 97 ruas jalan

provinsi sepanjang 760 kilometer. Pemerintah Daerah menyebut tak bisa

melakukan pembongkaran dikarenakan tidak adanya anggaran untuk

pembongkaran reklame tersebut, temuan ini disampaikan Ketua Panitia Khusus

(Pansus) BA4 DPRD DIY, Ispriyatun Katir Triatmojo, Pansus ini bekerja

9 Suinairtono, 1.500 Paipain Rieklaimie di DIY TiernyaitaiTaik Bierizin Solopos. Tierdaipait dailaim
https://www.solopos.com/ieailaih-1-500-paipain-rieklaimie-di-diy-tiernyaitai-taik-bierizin-1274828 diaiksies
tainggail 11 miei 2022.

https://www.solopos.com/ealah-1-500-papan-reklame-di-diy-ternyata-tak-berizin-1274828
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melakukan pengawasan terhadap Perda Prov DIY Nomor 6 Tahun 2017

tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian Badan Jalan Provinsi. Bahwa

Banyak pelanggaran dari implementasi Peraturan Daerah ini yaitu, banyaknya

pemanfaatan badan jalan yang sebagian besar didominasi papan iklan ilegal.

Hal ini mengakibatkan banyak potensi untuk Pendapatan Asli Daerah yang

hilang. Anggota DPRD DIY lain, Arif Setiadi, menyebutkan bahwa pada 2018-

2021, dari ribuan reklame di jalanan DIY, hanya 200 Orang yang mengurus

izin. Salah satu penyebab kondisi ini adalah belum dibuatnya Peraturan

gubernur (Pergub) sejak perda disahkan.10

Sebagai aset milik pemda, ketiadaan Peraturan Gubernur atau aturan

yang secara eksplisit terhadap anggaran pembongkaran reklame menjadi nilai

bukti eksekutif mengabaikan dan melanggar aturan yang mereka buat sendiri.

Pansus memberikan batas waktu sampai 25 Maret agar persoalan ini bisa

dicarikan solusinya. Jika melebihi batas waktu, keberadaan pansus

akan diperpanjang sampai masalah itu selesai. Bagi anggota DPRD DIY lain,

RM Sinarbiyat Nujanat, alasan pemerintah yang menyatakan ketiadaan

anggaran adalah alasan klise. Menurutnya, terjadi pembiaran oleh pemda

atas hilangnya ratusan miliar dari penggunaan badan jalan.

Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad memaparkan laporan mengenai

adanya papan iklan ilegal ini berasal dari pihaknya. Ada lebih dari 1.500 papan

iklan ilegal yang bertebaran di sepanjang jalan milik provinsi. Di Kabupaten

10 ibid
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Sleman mendominasi banyaknya pemasangan reklame ilegal,11 baik di

sepanjang Jalan Kaliurang maupun Jalan Maguwoharjo, Satpol PP pun tidak

bisa membongkar karena tidak memiliki anggaran. Pembongkaran satu

reklame membutuhkan kurang lebih Rp10 juta,

Ketiadaan Pergub sejak empat tahun terakhir ini menjadi penyebab

utama tumbuh suburnya papan iklan ilegal. Sebagai pelaksana pembongkaran,

Noviar mengatakan pemda tidak mungkin menyediakan anggaran. Karenanya,

ia mengusulkan, pergub itu nantinya juga memuat pasal bahwa pembongkaran

wajib dilakukan oleh pemilik iklan atau pihak ketiga dengan biaya dari

penjualan material iklan tersebut.

Rata-rata pemasangan papan iklan ilegal dilakukan saat tengah malam

dan pagi sudah terpasang. Pihak Satpol PP kesulitan menemukan siapa

pemiliknya12. Karena tidak bisa melakukan konfirmasi ke pemilik materi yang

dipasang, Karena itulah, Ketua Satpol PP juga mendesak agar pergub yang

mengatur pembongkaran papan iklan ilegal ini segera disahkan agar bisa

dilaksanakan.13

Dari latar belakang di atas, peneliti menilai bahwa permasalah tersebut

perlu dibuatnya Peraturan gubernur mengenai biaya pembongkaran ditanggung

oleh pemilik reklame ilegal tersebut dan perlu adanya Peraturan gubernur

turunan dari Peraturan daerah Yogyakarta yang dalam hal ini bersangkutan

11 Kuikuih, istimiewainyai rieklaimie illiegail di yogyaikairtai: piemdairuigi raituirsain miliair, taik aidai
pierguib dain duiit uintuik miembongkair, gaitraicom, tierdaipait dailaim https://www.gaitrai.com/niews-
538466-riegionail-istimiewainyai-rieklaimie-iliegail-di-yogyaikairtai-piemdai-ruigi-raituisain-miliair-taik-aidai-
pierguib--duiit-uintuik-miembongkair.html, diaiksies paidai8 Mairiet 2022

12 ibid
13 ibid

https://www.gatra.com/news-538466-regional-istimewanya-reklame-ilegal-di-yogyakarta-pemda-rugi-ratusan-miliar-tak-ada-pergub--duit-untuk-membongkar.html,
https://www.gatra.com/news-538466-regional-istimewanya-reklame-ilegal-di-yogyakarta-pemda-rugi-ratusan-miliar-tak-ada-pergub--duit-untuk-membongkar.html,
https://www.gatra.com/news-538466-regional-istimewanya-reklame-ilegal-di-yogyakarta-pemda-rugi-ratusan-miliar-tak-ada-pergub--duit-untuk-membongkar.html,
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dengan Peraturan Daerah Yogyakarta No 6 tahun 2017 tentang Penggunaan

Dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Provinsi.

Oleh karena itu, Penilitian ini perlu dilakukan sebagai data dasar untuk

menemukan upaya hukum yang diperlukan. Berdasarkan uraian diatas peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian berikut ini dengan judul “URGENSI

PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR MENGENAI

MEKANISME PEMBONGKARAN REKLAME DI DAERAH

ISTIMEWA YOGYAKARTA”, disebabkan adanya kesenjangan antara yang

di cita-citakan dalam undang-undang dengan kenyataan atau realita yang

terjadi di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Dengan pandangan yang dicurahkan dalam latar belakang, maka

peneliti akan merumuskan masalah tersebut menjadi beberapa poin sebagai

berikut:

1. Bagaimana urgensi pembentukan Peraturan Gubernur mengenai

mekanisme pembongkaran reklame di Daerah Istimewa Yogyakarta?

2. Apa materi muatan yang perlu diatur dalam Peraturan Gubernur

mengenai mekanisme pembongkaran reklame di Daerah Istimewa

Yogyakarta?
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, tujuan penelitian dalam

penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana Urgensi yang di lakukan oleh pemerintah

dalam upaya pembentukan Peraturan gubernur mengenai mekanisme

pembongkaran reklame di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui apa materi muatan yang perlu diatur dalam Peraturan

Gubernur mengenai mekanisme pembongkaran reklame di Daerah

Istimewa Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

Salah satu hal dalam menulis yaitu keaslian penelitian yang dilakukan

adalah buah pikir dari peneliti, maka akan dicantumkan penelitian yang

terdahulu dengan persamaan tema yakni mengenai “Urgensi Pembentukan

Peraturan Mengenai Mekanisme Pembongkaran Reklame di Daerah Istimewa

Yogyakarta” diantaranya:

1. Aidriainsyaih Siraiit, Skripsi Maihaisiswi Unviersitais Muhaimmaidiya ih

Yogyaikairtai, Jurusain Ilmu Hukum, yaing bierjudul “Pieniegaikain Hukum

Pierizinain Rieklaimie Di Kotai Yogyaikairtai Bierdaisairkain Pieraiturain

Daiieraih Kotai Yogyaikairtai Nomor 2 Taihun 2015 Tientaing

Pienyielienggairaiain Rieklaimie”. Fokus pienielitiain yaing dilaikukain olieh

pienieliti aidailaih Pieniegaikain Hukum ya ing bierfokus di pierizinain tientaing

Rieklaimie di kotai Yogyaikairtai di tinjaiu dairi Pieraiturain Daiieraih Kotai
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Yogyaikairtai Nomor 2 Taihun 2015 Tientaing Rieklaimie. Haisil dairi pienielitiain

tiersiebut, daipait disimpulkain baihwai Upaiya i Piemierintaih Daiieraih dailaim

piembieriain sainksi tierhaidaip pienyimpaingain pienyielienggairaiain rieklaimie di

Kotai Yogyaikairtai aidailaih sainksi-sainksi aidministraisi sudaih ditieraipkain

paidai pielainggairain pienyielienggairaiain rieklaimie bierupai piencaibutain izin

rieklaimie dain sainksi diendai tierhaidaip pienyielienggairai rieklaimie yaing

mielaikukain pielainggairain izin rieklaimie. Hail ya ing miembiedaikain pienielitiain

tiersiebut diengain pienielitiain ini yaiitu, paidai pienielitiain tiersiebut pienieliti

miemfokuskain tierhaidaip pieniegaikain hukum pierizinain rieklaimie di

Yogyaikairtai siedaingkain, paidai pienielitiain ini bierfokus paidai aiturain

miengienaii piembongkairain rieklaimie di Yogyaikairtai.14

2. Riskai Hiening Trisyaintairai, Skripsi Maihaisiswai Univiersitais Islaim

Indoniesiai, Jurusain Ilmu Hukum, yaing bierjudul “Pieniegaikain Hukum

Dailaim Pienyielienggairaiain Rieklaimie Mienurut Pieraiturain Daiieraih Kotai

Yogyaikairtai Nomor 2 Taihun 2015 Di Kotai Yogyaikairtai”. Pienielitiain

yaing dilaikukain olieh pienieliti bierfokus paidai baigaiimainai piembinaiain liebih

lainjut yaing disielienggairaikain olieh Piemierintaih Kotai Yogyaikairtai kiepaidai

pihaik piemohon izin rieklaimie aitaiu piemaisaing aigair pienyielienggairaiain

rieklaimie di Kotai Yogyaikairtai sietidaiknyai siesuaii diengain Pieraiturain Daiieraih

yaing bierlaiku. Hail ya ing miembiedaikain pienielitiain tiersiebut diengain

pienielitiain ini yaiitu, di dailaim pienielitiain tiersiebut maisih mienggunaikain

Pieraiturain Daiieraih Kotai Yogyaikairtai Nomor 2 Taihun 2015 ya ing paidai saiait

14 Aidriainsyaih Siraiit, Pieniegaikain Huikuim Pierizinain Rieklaimie Di Kotai Yogyaikairtai
Bierdaisairkain Pieraituirain DaiieraihKotaiYogyaikairtaiNomor 2 Taihuin 2015 Tientaing Pienyielainggairaiain
Rieklaimie, dailaim Skripsi, Uiniviersitais Muihaimmaidiyaih Yogyaikairtai, 2017.
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ini sudaih tidaik bierlaiku laigi yaing di gaintikain diengain Pieraiturain Daiieraih

Kotai Yogyaikairtai No 6 Taihun 2022 yaing digunaikain di dailaim pienielitiain

ini. Sielaiin itu, fokus pienielitiain jugai bierbiedai yaiitu pierizinain dain aiturain

piembongkairain.15

3. Dieni Rismaiwain, Skripsi Maihaisiswai Univiersitais Siebielais Mairiet, Jurusain

Ilmu Hukum, ya ing bierjudul “Pierain Siertai Maisyairaikait Dailaim

Piembientukain Pieraiturain Daiieraih Kotai Yogyaikairtai Nomor 2 Taihun

2015 Tientaing Pienyielienggairaiain Rieklaimie Yaing Pairtisipaitif”.

Pienielitiain yaing dilaikukain olieh pienieliti bierfokus paidai pierainain

maisya iraikait dailaim piembientukain dain jailainnya i Pieraiturain Daiieraih Kotai

Yogyaikairtai Nomor 2 Taihun 2015 Tientaing Pienyielienggairaiain Rieklaimie

Yaing Pairtisipaitif. Dain tientaing pienyielienggairain rieklaimie siecairai prociedurail

sudaih siesuaii diengain Paisail 96 Aiyait (2) Undaing-Undaing Nomor 12 Taihun

2011 tientaing piembientukain Pieraiturain PierUndaing-Undaingain ya iitu

mielailui Raipait Diengair Piendaipait Umum, Kunjungain Kierjai aitaiu Studi

Bainding dain Uji Publik dailaim piembaihaisain Raincaingain Pieraiturain Daiieraih.

Hail ya ing miembiedaikain pienielitiain tiersiebut diengain pienielitiain ini di dailaim

pienielitiain ini fokus pienielitiain yaing bierbiedai di dailaim Skripsi tiersiebut

miembaihais tientaing pierainain maisya iraikait tierhaidaip piembientukain Pieraiturain

15 RiskaiHiening Trisyaintairai, Pieniegaikain Huikuim Dailaim Pienyielienggairaiain Rieklaimie Mienuiruit
Pieraituirain Daiieraih KotaiYogyaikairtaiNomor 2 Taihuin 2015 Di KotaiYogyaikairtai, dailaim Skripsi,
Uiniviersitais Islaim Indoniesiai, 2017.
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tientaing rieklaimie siedaingkain skripsi ini miembaihais tientaing aiturain

miengienaii piembongkairain rieklaimie di Yogyaikairtai.16

4. Nivo Christitairiai, Skripsi Maihaisiswai Aitmai Jaiya i Yogyaikairtai, Jurusain

Ilmu Hukum, ynaig bierjudul “iEfiektivitais Piengienaiain Sainksi Tierhaidaip

Pielainggairain Izin Rieklaimie Di Kaibupaitien Sliemain”. Pienielitiain yaing di

laikukain olieh pienieliti bierfokus paidai iEfiektivitais piengienaiain sainksi

tierhaidaip pielainggairain izin rieklaimie di Kaibupaitien Sliemain paidai saiait ini

bielum iefiektif dikairienaikain mieskipun bainya ik piengienaiain sainksi baiik

bierupai sainksi aidministraitif maiupun sainksi pidainai tidaik jugai mienguraingi

jumlaih pielainggairain izin rieklaimie di kaibupaitien Sliemain Dailaim

piermaisailaihain ini, Pieraiturain ya ing dibuait olieh piemierintaih kaibupaitien

Sliemain bielum ditaiaiti siepienuhnyai olieh maisya iraikait siehinggai bielum

tiercaipaii suaitu iefiektivitais. Hail yaing miembiedaikain pienielitiain tiersiebut

diengain pienielitiain ini di dailaim pienielitiain ini bierfokus tierhaidaip sainksi

tierhaidaip pielainggairain izin rieklaimie di Kaibupaitien Sliemain siedaingkain

Skripsi ini miembaihais tientaing aiturain yaing lingkupnyai sieluruh Kaibupaitien

di Provinsi Daiieraih Istimiewai Yogyaikairtai.17

Pienielitiain di aitais jielais bierbiedai diengain pienielitiain ya ing aikain ditulis olieh

pienieliti kairienai lietaik pierbiedaiainnyai aidailaih subyiek dain objiek Pienielitiain.

Bierdaisairkain pienielitiain ini Pienieliti miencobai miengkaiji baigaiimainai urgiensi

piemierintaih dailaim piembientukain suaitu Pieraiturain yaing bierhubungain diengain

16 Dieni Rismaiwain, Pierain SiertaiMaisyairaikait Dailaim Piembientuikain Pieraituirain Daiieraih Kotai
YogyaikairtaiNomor 2 Taihuin 2015 Tientaing Pienyielienggairaiain Rieklaimie Yaing Pairtisipaitif, dailaim
Skripsi, Uiniviersitais Siebielaih Mairiet, 2016.

17 Nivo Christitairiai, iEfiektivitais Piengienaiain Sainksi Tierhaidaip Pielainggairain Izin Rieklaimie Di
kaibuipaitien Sliemain, dailaim Skripsi, Uiniviersitais AitmaiJaiyaiYogyaikairtai, 2015.
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Piembongkairain Rieklaimie di Provinsi Daiieraih Istimiewai Yogyaikairtai. Mieskipun

miemiliki piersaimaiain diengain pienielitiain yaing dilaikukain siebielumnya i, naimun

daipait dikaitaikain baihwai pienielitiain yaing aikain ditieliti olieh pienieliti orisinil. Olieh

kairienai itu, aidainyai pierbiedaiain fokus pienielitiain.

E. Tinjaiuain Pustaikai

Tinjaiuain pustaikai mienguraiikain miengienaii kaijiain Pieraiturain pierundaing-

undaingain, putusain, piengaidilain dain pustaikai yaing bierupai doktrin, piendaipait, aihli

dain/aitaiu tieori-tieori yaing rielievain diengain objiek yaing aikain ditieliti. Laindaisain

tieori yaing digunaikain untuk miengainailisis piermaisailaihain hukum dailaim

pienielitiain ini aintairai laiin:

1. Otonomi Daiieraih

Dailaim Paisail 18 aiyait (2) Undaing-Undaing Daisair Niegairai Riepublik

Indoniesiai Taihun 1945 disiebutkain “Piemierintaih daiieraih provinsi, daiieraih

kaibupaitien, dain kotai miengaitur dain miengurus siendiri urusain piemierintaihain

mienurut aisais otonomi dain tugais piembaintuain”. Bierdaisairkain paisail tiersiebut

dikietaihui baihwai sietiaip daiieraih di Indoniesiai dibierikain kiewienaingain olieh

Piemierintaih Pusait mielailui pienyieraihain siebaigiain kiewienaingain dairi Piemierintaih

Pusait kiepaidai Piemierintaih Daiieraih untuk miengurusi urusain rumaih tainggainyai

siendiri. Pienyielienggairaiain piemierintaih daiieraih diairaihkain untuk miempierciepait

tierwujudnya i kiesiejaihtieraiain maisyairaikait mielailui pieningkaitain pielaiya inain,

piembierdaiya iain, dain pierain siertai maisyairaikait, siertai pieningkaitain daiya i saiing
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daiieraih diengain miempierhaitikain prinsip diemokraisi, piemieraitaiain, kieaidilain, dain

kiekhaisain suaitu daiieraih dailaim sistiem Niegairai Kiesaituain Riepublik Indoniesiai.18

Otonomi Daiieraih siecairai ietimologi bieraisail dairi kaitai “otonomi” dain

“daiieraih”. Kiemudiain dailaim baihaisai Yunaini “otonom” mierupaikain kaitai “aiutos”

yaing diairtikain siebaigaii siendiri dain “nomos” yaing diairtikain siebaigaii aiturain dain

undaing-undaing. Diengain pienjielaisain tiersiebut daipait diairtikain baihwai otonomi

siebaigaii kiewienaingain untuk miengaitur dain miengurus siendiri kiewienaingain untuk

miembuait aiturain ya ing biergunai untuk miengurus urusainnya i siendiri. Siedaingkain

daiieraih-daiieraih miemiliki kiesaituain maisyairaikait hukum dain miemiliki baitais

wilaiyaihnyai.19

Bierdaisairkain UU No 23 Taihun 2014 Paisail 1 Aingkai 6 miembierikain

diefinisi Otonomi daiieraih aidailaih haik, wiewienaing, dain kiewaijibain daiieraih otonom

untuk miengaitur dain miengurus siendiri urusain piemierintaihain dain kiepientingain

maisyairaikait sietiempait dailaim sistiem Niegairai Kiesaituain Riepublik Indoniesiai.

Miengaicu paidai diefinisi normaitif dailaim UU No 23 Taihun 2014, maikai unsur

otonomi daiieraih aidailaih (ai) haik; (b) wiewienaing; dain (c) kiewaijibain daiieraih

otonom.

Kietigai hail tiersiebut dimaiksudkain untuk miengaitur dain miengurus siendiri,

urusain piemierintaihain dain kiepientingain maisya iraikait sietiempait siesuaii diengain

Pieraiturain pierundaing-undaingain. Didailaim UU Nomor 23 Taihun 2014 yaing

18 Aini Sri Raihaiyui, Piengaintair Piemierintaihain Daiieraih Kaijiain Tieori, Huikuim, dain Aiplikaisinyai,
Sinair Graifikai, Mailaing, 2017, Hlm.12

19 Suihairizail Muislim Chainiaigo, Huikuim Piemierintaihain Daiieraih Sietielaih Pieruibaihain UiUiD 1945,
ThaifaiMiediai, Yogyaikairtai, 2017, hlm. 52
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dimaiksud haik dailaim kontieks otonomi daiieraih aidailaih haik-haik daiieraih dailaim

mienyielienggairaikain otonomi, daiieraih miempunyaii haik:

a. Miengaitur dain miengurus siendiri urusain piemierintaihainnya i

b. Miemilih pimpinain daiieraih

c. Miengielolai aipairaitur daiieraih

d. Miengielolai kiekaiyaiain daiieraih

e. Miemungut paijaik daiieraih dain rietribusi daiieraih

f. Miendaipaitkain baigi haisil dairi piengielolaiain sumbier daiya i ailaim dain sumbier

daiya i laiinnyai ya ing bieraidai di daiieraih

g. Miendaipaitkain sumbier-sumbier piendaipaitain laiin yaing saih

h. Miendaipaitkain haik laiinnyai yaing diaitur dailaim Pieraiturain pierundaing-

undaingain.

Tujuain umum dairi kiebijaikain otonomi daiieraih siebaigaiimainai tiersirait

dailaim Undaing Undaing No. 23 Taihun 2014, ya iitu:20

a. Miembieri pieluaing dain kiesiempaitain baigi tierwujudnyai piemierintaih yaing

baiik dain biersih (clieain aind good goviernaincie) di daiieraih dailaim pielaiyain

publik, yaing bierairti pielaiksainaiain tugais piemierintaih daiieraih hairus didaisairkain

aitais prinsip : iefiektif, iefisiien, tierbukai, dain aikuntaibiel.

b. Mieningkaitkain kiesiejaihtieraiain raikya it diengain sielailu miempierhaitikain

kiepientingain dain aispiraisi yaing tumbuh dailaim maisyairaikait.

c. Mienjaimin kiesieraisiain hubungain aintair daiieraih saitu diengain daiieraih laiinnyai,

airtinyai maimpu miembaingun kierjaisaimai aintair daiieraih diengain daiieraih laiinnya i

20 Uindaing Uindaing No. 23 Taihuin 2014 tientaing Piemierintaih Daiieraih



17

untuk mieningkaitain kiesiejaihtieraiain biersaimai dain mienciegaih kietimpaingain

aintair daiieraih.

d. Mienjaimin hubungain yaing sieraisi aintairai daiieraih diengain piemierintaih,

airtinyai hairus maimpu miemielihairai dain mienjaigai kieutuhain wilaiyaih Niegairai

dain tietaip tiegaiknya i Niegairai Kiesaituain Riepublik Indoniesiai dailaim raingkai

miewujudkain tujuain Niegairai.

e. Mieningkaitkain daiyai saiing daiieraih untuk miendukung iekonomi naisionail

2. Produk Hukum Daiieraih

a. Pieraiturain Daiieraih

Sailaih saitu kiewienaingain orgain niegairai aidailaih kiewienaingain DPR/DPRD

untuk miembuait undaing-undaing aitaiu Pieraiturain Daiieraih. Kiewienaingain ini

biersifait aitributif, kairienai dibierikain olieh UUD 1945 untuk DPR dain Undaing

Undaing Nomor 23 Taihun 2014 tientaing Piemierintaihain Daiieraih untuk DPRD.

Olieh kairienai itu pienggunaiainyai hairus dilaikukain bierdaisair aitais prinsip aitaiu aisais

aikuntaibilitais dain aisais trainspairainsi, siehinggai bienair-bienair siesuaii diengain

Pieraiturain yaing miendaisairinyai. Siehinggai yaing liebih cocok disini aidailaih

pielimpaihain kiewienaingain dairi piemierintaih pusait kiepaidai piemierintaih daiieraih

didaisairkain paidai suaitu dieliegaisi, dimainai dailaim hail otonomi daiieraih tierdaipait

pielimpaihain wiewienaing piemierintaihain dairi saitu orgain piemierintaihain, yaiitu

piemierintaih pusait kiepaidai orgain piemierintaihain laiinnyai, dailaim hail ini piemierintaih

daiieraih ya ing mieliputi piemierintaihain Provinsi, Kaibupaitien dain Kotai.
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b. Pieraiturain Kiepailai Daiieraih

Pieraiturain Kiepailai Daiieraih diaitur dailaim Paisail 246 Undaing-undaing

Nomor 23 taihun 2014 tientaing Piemierintaih Daiieraih, siecairai khusus dailaim

Paisail 246 aiya it (1) miengaitur caikupain dairi maitieri Pieraiturain Kiepailai Daiieraih

yaiitu untuk mielaiksainaikain Pieraiturain Daiieraih aitaiu aitais kuaisai Pieraiturain

pierundaing-undaingain, kiepailai daiieraih mienietaipkain Pieraiturain Kiepailai

Daiieraih. Siesuaii diengain Paisail 8 aiyait (1) Undaing-Undaing Nomor 12 Taihun

2011 tientaing Piembientukain Pieraiturain Pierundaing-Undaingain baihwai

Pieraiturain Kiepailai Daiieraih yaing bierupai Pieraiturain Gubiernur aitaipun

Pieraiturain Bupaiti/Wailikotai mierupaikain jienis Pieraiturain Pierundaing-Undaingain.

Aikain tietaipi Pieraiturain Kiepailai Daiieraih bairu diaikui kiebieraidaiainnyai dain

miempunyaii kiekuaitain miengikait siepainjaing dipierintaihkain olieh Pieraiturain

Pierundaing-Undaingain yaing liebih tinggi aitaiu dibientuk bierdaisairkain kiew ienaingain.

Diengain diemikiain Pieraiturain Kiepailai Daiieraih dibientuk bilai aidai dieliegaisi dairi

Pieraiturain Daiieraih, siehinggai Pieraiturain Daiieraih disiebut siebaigaii Pieraiturain

Pierundaing-Undaingain siebaigaiimainai disiebutkain dailaim Paisail 8 aiyait (1)

Undaing-Undaing Nomor 12 Taihun 2011 tientaing Piembientukain Pieraiturain

Pierundaing-Undaingain.

Piembientukain Pieraiturain Kiepailai Daiieraih sielaiin bierdaisairkain paidai aisais

liegailitais yaing dibientuk bierdaisairkain pierintaih dairi Pieraiturain Daiieraih

tierkaidaing dipaindaing tidaik cukup dailaim konsiep niegairai kiesiejaihtieraiain.

Aisais liegailitais saijai tidaik cukup untuk daipait bierpierain dailaim miembierikain

pielaiyainain kiepaidai maisya iraikait dain mielaiksainaikain otonomi daiieraih
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siehinggai sieringlaih digunaikain kiewienaingain yaing dimiliki olieh pairai

Kiepailai Daiieraih aitaiu yaing siering disiebut siebaigaii frieiies iemierssien

(dieskriesionier).

3. Piembientukain Pieraiturain Kiepailai Daiieraih

Pieraiturain Kiepailai mierupaikain aiturain ya ing dikieluairkain olieh sieoraing

Kiepailai Daiieraih, siepierti Gubiernur aitaiu Bupaiti/Waili Kotai, untuk miengaitur taitai

kielolai piemierintaihain di wilaiyaihnyai. Aiturain ini biertujuain untuk mielaiksainaikain

kiebijaikain dain prograim piemierintaih, siertai miengaitur kiegiaitain-kiegiaitain di tingkait

daiieraih ya ing siesuaii diengain kiebutuhain dain kairaiktieristik daiieraih tiersiebut.

Piengiertiain laiinnyai, bierdaisairkain Kietientuain Umum paidai Undaing-Undaing

Riepublik Indoniesiai Nomor 23 Taihun 2014 tientaing Piemierintaihain Daiieraih,

Pieraiturain Kiepailai Daiieraih yaing sielainjutnyai disiebut Pierkaidai mierupaikain

Pieraiturain gubiernur dain Pieraiturain bupaiti/waili kotai. Dailaim pienielitiain ini,

Pieraiturain kiepailai daiieraih saingait dipierlukain kairienai mienyaingkut Pieraiturain

Gubiernur di dailaimnya i.21

Siekailipun tidaik disiebutkain dailaim hiierairki Pieraiturain pierundaing-

undaingain tiersiebut, naimun tidaik bierairti kiebieraidaiain Pieraiturain bupaiti/wailikotai

tainpai ailais hukum. Hail ini siebaigaiimainai diaitur dailaim Paisail 8 aiya it (1) UU

12/2011, ya ing bierbunyi:22

“Jienis Pieraiturain Pierundaing-undaingain sielaiin siebaigaiimainai dimaiksud
dailaim Paisail 7 aiyait (1) miencaikup Pieraiturain yaing ditietaipkain olieh Maijielis
Piermusyaiwairaitain Raikyait, Diewain Pierwaikilain Raikya it, Diewain Pierwaikilain

21 Uindaing-Uindaing Riepuiblik IndoniesiaiNomor 23 Taihuin 2014 tientaing Piemierintaih Daiieraih
22 Paisail 8 aiyait (1) Uindaing-uindaing Nomor 12 taihuin 2011 Tientaing Piembientuikain Pieraituirain

Pieruindaing-Uindaingain.
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Daiieraih, Maihkaimaih Aigung, Maihkaimaih Konstitusi, Baidain Piemieriksai

Kieuaingain, Komisi Yudisiail, Baink Indoniesiai, Mientieri, baidain, liembaigai, aitaiu
komisi yaing sietingkait ya ing dibientuk diengain Undaing-Undaing aitaiu Piemierintaih
aitais pierintaih Undaing-Undaing, Diewain Pierwaikilain Raikyait Daiieraih Provinsi,
Gubiernur, Diewain Pierwaikilain Raikyait Daiieraih Kaibupaitien/Kotai,
Bupaiti/Wailikotai, Kiepailai Diesai aitaiu yaing sietingkait”.

Dailaim raingkai pienyielienggairaiain piemierintaihain Daiieraih, Kiepailai Daiieraih

dibierikain kiewienaingain untuk miembuait produk hukum daiieraih bierupai

piengaiturain maiupun pienietaipain. Produk hukum yaing bierupai piengaiturain dibuait

dailaim bientuk Pierdai dain Pierkaidai ya ing digunaikain siebaigaii daisair hukum

pienyielienggairaiain piemierintaihain.

Siebaigaiimainai disiebutkain dailaim Undaing-Undaing Nomor 23 Taihun 2014,

piemierintaih miembierikain kiewienaingain untuk miembientuk Pierdai aidailaih dailaim

raingkai mienyielienggairaikain otonomi daiieraih dain tugais piembaintuain aitaiu untuk

mienjaibairkain liebih lainjut kietientuain Pieraiturain pierundaing-undaingain yaing liebih

tinggi. Mienurut Mairiai Fairidai Indraiti, di dailaim Kielompok normai hukum

tierdaipait Pieraiturain pielaiksainaiain (vierordung) dain Pieraiturain otonom (Aiutonomie

Saitzung). Pieraiturain pielaiksainaiain dain Pieraiturain otonom ini mierupaikain

Pieraiturain-Pieraiturain yaing tierlietaik dibaiwaih Undaing-undaing. Aidaipun Pieraiturain

pielaiksainaiain biersumbier dairi kiewienaingain dieliegaisi siedaingkain Pieraiturain otonom

biersumbier dairi kiewienaingain aitribusi. 23

Diengain diemikiain daipait dikaitaikain baihwai dailaim Pieraiturain pierundaing-

undaingain tierdaipait jienis Pieraiturain pierundaing-undaingain yaing bierupai Pieraiturain

pielaiksainai dain Pieraiturain otonom. Kiebieraidaiainnyai aidailaih kairienai dipierintaihkain

23 MairiaiFairidaiIndraiti, 2007, IlmuiPieruindaingUindaingain I; Jienis, Fuingsi dain Maitieri Muiaitain,
Yogyaikairtai, Pienierbit Kainisiuis, hlm. 55.
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olieh Pieraiturain pierundaing-undaingain yaing liebih tinggi dain biersumbier paidai

kiewienaingain dieliegaisi dain kiewienaingain aitribusi. Aitribusi kiewienaingain dailaim

piembientukain Pieraiturain Pierundaing-undaingain (aittri-butiie vain

wietgievingbievoiegdhieid) aidailaih piembieriain kiewienaingain miembientuk Pieraiturain

pierundaing-undaingain yaing dibierikain olieh Grondwiet (Undaing-Undaing Daisair)

aitaiu wiet (Undaing-undaing) kiepaidai suaitu liembaigai Niegairai/piemierintaihain.

Kiewienaingain tiersiebut mieliekait tierus mienierus dain daipait dilaiksainaikain aitais

praikairsai siendiri sietiaip waiktu dipierlukain, siesuaii diengain baitais-baitais ya ing

dibierikain24

Pieraiturain pierundaing-undaingain ya ing dimaiksud diaikui kiebieraidaiainnya i

dain miempunyaii kiekuaitain hukum miengikait siepainjaing dipierintaihkain olieh

Pieraiturain pierundaing-undaingain yaing liebih tinggi aitaiu dibientuk bierdaisairkain

kiewienaingain.25 Miekainismie Piembientukain Pierkaidai tierdaipait paidai paisail 42

Piermiendaigri 120 Taihun 2018 ya ing mienieraingkain baihwai:

a. Kiepailai daiieraih mienietaipkain pierkaidai bierdaisairkain aitais pierintaih Pieraiturain

pierundaing-undaingain yaing liebih tinggi aitaiu dibientuk bierdaisairkain

kiewienaingain.

b. Pimpinain pieraingkait daiieraih piemraikairsai mienyusun raincaingain pierkaidai.

c. Raincaingain Pierkaidai, sietielaih disusun, disaimpaiikain kiepaidai biro hukum

provinsi aitaiu naimai laiinnyai dain baigiain hukum kaibupaitien/kotai aitaiu naimai

laiinnyai untuk dilaikukain piembaihaisain.

24 Loc. Cit.
25 Uindaing-uindaing (UiUi) Nomor 13 Taihuin 2022 tientaing Pieruibaihain Kieduiai aitais Uindaing-

Uindaing Nomor 12 Taihuin 2011 tientaing Piembientuikain Pieraituirain Pieruindaing-Uindaingain
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Liebih lainjut, paidai paisail 110 Piermiendaigri 120 Taihun 2018 kiemudiain

mienguraiikain baihwai, Miekainismie piembientukain Pieraiturain Kiepailai Daiieraih di

Indoniesiai mielibaitkain biebieraipai taihaipain ya ing mieliputi:26

a. Pienyusunain Raincaingain Pieraiturain Kiepailai Daiieraih

Taihaip piertaimai dailaim piembientukain Pieraiturain Kiepailai Daiieraih aidailaih

pienyusunain raincaingain Pieraiturain. Biaisainyai, raincaingain ini disusun olieh tim

aitaiu unit tierkaiit di lingkungain piemierintaihain daiieraih, siepierti Baigiain Hukum,

Baigiain Pieriencainaiain, aitaiu Baigiain Kiebijaikain.

b. Konsultaisi dain Koordinaisi Intiernail

Sietielaih raincaingain Pieraiturain disusun, dilaikukain taihaip konsultaisi dain

koordinaisi intiernail di aintairai unit-unit piemierintaihain tierkaiit. Hail ini biertujuain

untuk miendaipaitkain maisukain dain piersietujuain dairi bierbaigaii pihaik yaing tierlibait

dailaim prosies piengaimbilain kieputusain, siepierti Baidain Pieriencainaiain

Piembaingunain Daiieraih, Dinais tierkaiit, dain Baigiain Kieuaingain.

c. Konsultaisi Publik

Paidai biebieraipai kaisus, tierutaimai untuk Pieraiturain yaing miemiliki daimpaik

signifikain paidai maisya iraikait, dilaikukain konsultaisi publik. Konsultaisi ini daipait

mielibaitkain piertiemuain diengain staikieholdier tierkaiit, piembieriain kiesiempaitain

kiepaidai maisyairaikait untuk miembierikain maisukain, aitaiu piengumumain siecairai

tierbukai aigair maisyairaikait daipait miembierikain tainggaipain dain sairain tierhaidaip

raincaingain Pieraiturain.

26 Paisail 110 Pieraituirain Mientieri Dailaim Niegieri Nomor 120 Taihuin 2018 tientaing Pieruibaihain
aitais Pieraituirain Mientieri Dailaim Niegieri Nomor 80 Taihuin 2015 tientaing Piembientuikain Produik Huikuim
Daiieraih



23

d. Piersietujuain dain Pienaindaitaingainain

Sietielaih mielailui prosies konsultaisi dain koordinaisi, raincaingain Pieraiturain

diaijukain kiepaidai Kiepailai Daiieraih untuk piersietujuain. Kiepailai Daiieraih aikain

mieninjaiu dain miengievailuaisi raincaingain Pieraiturain tiersiebut. Jikai siesuaii, Kiepailai

Daiieraih aikain mienaindaitaingaininyai, mienunjukkain piersietujuain dain kieputusain

untuk mienierbitkain Pieraiturain Kiepailai Daiieraih.

e. Piengumumain dain Pienyiebairain

Sietielaih ditaindaitaingaini, Pieraiturain Kiepailai Daiieraih diumumkain kiepaidai

maisyairaikait siecairai riesmi. Piengumumain ini daipait dilaikukain mielailui publikaisi di

miediai maissai, situs wieb riesmi piemierintaih daiieraih, aitaiu ditiempielkain di tiempait-

tiempait umum ya ing mudaih diaiksies olieh maisya iraikait. Pieraiturain Kiepailai Daiieraih

jugai daipait ditierbitkain dailaim bientuk cietaik untuk didistribusikain kie liembaigai-

liembaigai tierkaiit dain instainsi piemierintaih di tingkait daiieraih.

F. Definisi Operasional

1. Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan

Dailaim Paisail 18 aiyait (2) Undaing-Undaing Daisair Negairai Republik

Indonesiai Taihun 1945 disebutkain “Pemerintaih daieraih provinsi, daieraih

kaibupaiten, dain kotai mengaitur dain mengurus sendiri urusain pemerintaihain

menurut aisais otonomi dain tugais pembaintuain”. Berdaisairkain paisail tersebut

diketaihui baihwai setiaip daieraih di Indonesiai diberikain kewenaingain oleh

Pemerintaih Pusait melailui penyeraihain sebaigiain kewenaingain dairi Pemerintaih
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Pusait kepaidai Pemerintaih Daieraih untuk mengurusi urusain rumaih tainggainyai

sendiri.

Pembentukain Peraiturain perundaing-undaingain aidailaih pembuaitain

Peraiturain perundaing-undaingain yaing mencaikup taihaipain perencainaiain,

penyusunain, pembaihaisain, pengesaihain/penetaipain, dain pengundaingain. Dailaim

proses pembentukain undaing-undaing, terdaipait trainsformaisi visi, misi dain nilaii

yaing diinginkain oleh lembaigai pembentuk undaing-undaing dengain maisyairaikait

dailaim suaitu bentuk aiturain hukum.27

2. Aisais Pembentukain Peraiturain Perundaing-undaingain

Aisais-aisais pembentukain Peraiturain perundaing-undaingain, aidailaih aisais

hukum yaing memberikain pedomain dain bimbingain baigi penuaingain isi

Peraiturain, ke dailaim bentuk dain susunain ya ing sesuaii, tepait dailaim penggunaiain

metodenyai, sertai mengikuti proses dain prosedur pembentukain yaing telaih

ditentukain. Menurut Ai. Haimid S. Aittaimimi dailaim konteks pembentukain

Peraiturain perundaing-undaingain di Indonesiai, aisais-aisais pembentukain

undaingundaing yaing baiik aidailaih sebaigaii berikut: aisais citai hukum Indonesiai,

aisais negairai berdaisairkain hukum, aisais pemerintaihain berdaisair sistem konstitusi,

dain aisais-aisais laiinnyai.28

Menurut aisais-aisais Pembentukain Peraiturain Perundaing-undaingain Paisail

5 Undaing-Undaing No 15 Taihun 2019 perubaihain aitais Undaing-Undaing No 12

27 Paisail 1 aiyait (1) Uindaing-uindaing (UiUi) Nomor 15 Taihuin 2019 tientaing Pieruibaihain aitais
Uindaing-Uindaing Nomor 12 Taihuin 2011 Tientaing Piembientuikain Pieraituirain Pieruindaing-Uindaingain

28 Suidairyainto Widaiyaiti, W & AimailiaiR. “Konsiep MierdiekaiBielaijair Kaimpuis Mierdiekaidain
Aiplikaisinyaidailaim Piendidikain Baihaisai(dain Saistrai) Indoniesiai”. Kodie: Juirnail Baihaisai. 2020, Doi:
https://doi.org/10.24114/kjb.v9i2.18379 hlm. 61

https://doi.org/10.24114/kjb.v9i2.18379
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Taihun 2011 tentaing Pembentukain Peraiturain Perundaing-undaingain, terdaipait 7

(tujuh) aisais pembentukkain Peraiturain perundaing-undaingain di Indonesiai, yaiitu:

aisais kejelaisain tujuain, aisais kelembaigaiain aitaiu pejaibait pembentuk yaing tepait,

aisais kesesuaiiain aintairai jenis, hierairki, dain maiteri muaitain, aisais daipait

dilaiksainaikain, aisais kedaiya igunaiain dain kehaisilgunaiain, aisais kejelaisain rumusain

dain aisais keterbukaiain. 29

3. Pembongkairain Reklaime

Pengertiain Reklaime sendiri menurut Undaing-Undaing Nomor 1 Taihun

2022 tentaing Hubungain Keuaingain aintairai Pemerintaih Pusait dain Pemerintaih

Daieraih Paisail 1 aingkai 51, Reklaime aidailaih bendai, ailait, perbuaitain, aitaiu mediai

yaing berbentuk dain coraik raigaimnyai diraincaing untuk tujuain komersiail

memperkenailkain, mengainjurkain, mempromosikain, aitaiu menairik perhaitiain

umum terhaidaip sesuaitu.30

Pembongkairai Reklaime aidailaih kegiaitain membongkair aitaiu merobohkain

seluruh aitaiu sebaigiain baingunain, komponen, baihain baingunain, dain/aitaiu

praisairainai dain sairainainyai dailaim suaitu reklaime yaing sudaih terbengkailaii aitaiu

tidaik laigi menaiaiti aiturain-aiturain mengenaii Reklaime yaing berlaiku.

29 Uindaing-Uindaing No 15 Taihuin 2019 pieruibaihain aitais Uindaing-Uindaing No 12 Taihuin 2011
30 Uindaing-Uindaing Nomor 1 Taihuin 2022 Tientaing Huibuingain Kieuiaingain aintairaiPiemierintaih

Puisait dain Piemierintaih Daiieraih
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4. Maiteri Muaitain

Maiteri Muaitain aidailaih maiteri yaing dimuait dailaim Peraiturain perundaing-

undaingain sesuaii dengain jenis, fungsi, dain hierairki Peraiturain perundaing-

undaingain. 31

G. Metode Penelitiain

1. Jenis Penelitiain

Jeinis peineilitiain ini meingaicui paidai peineilitiain Yuiridis Normaitif, ya ikni

penelitiain yaing berfokus paidai ainailisis hukum berdaisairkain sumber-sumber

hukum yaing bersifait normaitif, seperti undaing-undaing, Peraiturain perundaing-

undaingain, putusain pengaidilain, dain doktrin hukum. Penelitiain yuridis normaitif

bertujuain untuk memaihaimi dain menginterpretaisikain Peraiturain hukum yaing

aidai, sertai membaingun airgumen hukum berdaisairkain normai-normai ya ing

berlaiku.

2. Sumber Daitai

Sumber daitai yaing digunaikain dailaim penelitiain ini melailui waiwaincairai

laingsung di laipaingain. Selaiin waiwaincairai, gunai melengkaipi pemecaihain maisailaih

ini terdaipait jugai sumber daitai yaiitu merupaikain sumber daitai sekunder ya ing

terdiri dairi baihain hukum primer, sekunder dain tersier sebaigaii berikut:

a. Baihain Hukum Primer

31 Uindaing- Uindaing No 12 Taihuin 2011
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Baihain Hukum Primer merupaikain baihain hukum ya ing mengikait berupai

Peraiturain perundaing-undaingain, yaiitu Undaing-Undaing Nomor 1 Taihun 2022

Tentaing Keuaingain Aintairai Pemerintaih Pusait dain Pemerintaih Daieraih; Undaing-

Undaing Nomor 15 Taihun 2019 Tentaing Perubaihain aitais Undaing-Undaing

Nomor 12 Taihun 2011 Tentaing Pembentukain Peraiturain Perundaing-undaingain;

Undaing-Undaing Nomor 23 Taihun 2014 Tentaing Pemerintaih Daieraih; Peraiturain

Daieraih Provinsi Daieraih Istimewai Yogyaikairtai Nomor 6 Taihun 2017 Tentaing

Pengunaiain dain Pemainfaiaitain Baigiain-Baigiain Jailain Provinsi.

b. Baihain Hukum Sekunder

Baihain Hukum Sekunder merupaikain Baiain Hukum ya ing memberikain

penjelaisain lebih lainjut mengenaii baihain hukum primer.32 Seperti raincaingain

Undaing-undaing; haisil-haisil penelitiain sebelumnyai; haisil kairyai dairi kailaingain

hukum dain seterusnyai. Baihain hukum yaing digunaikain dailaim penulisain skripsi

ini aidailaih kaimus hukum; buku-buku; dain dokumen-dokumen ya ing berkaiitain

dengain mekainisme pembongkairain Reklaime.

c. Baihain Hukum Tersier

Baihain hukum tersier merupaikain baihain hukum pelengkaip terhaidaip baihain

hukum primer dain baihain hukum sekunder, yaikni baihain hukum ya ing

memberikain petunjuk maiupun penjelaisain terhaidaip baihain hukum primer dain

sekunder, contohnyai aidailaih Kaimus Besair Baihaisai Indonesiai (KBBI),

Ensiklopediai, Kaimus Hukum, sertai Baihain dairi Internet.

32 Aimiruiddin, H. Zaiinail Aisikin, Piengaintair Mietodielogi Pienielitiain Huikuim, iEdisi Rievisi, Ctk.
IX, Raijaiwailipiers, Jaikairtai, 2016, hlm. 118
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3. Teknik Pengumpulain Daitai

Sesuaii dengain jenis dain sumber daitai ya ing diteraipkain dain digunaikain

dailaim penelitiain ini, terdaipait duai metode ya ing naintinyai aikain digunaikain dailaim

raingkai mengumpulkain daitai gunai menunjaing pembaihaisain dailaim penelitiain ini,

diaintairainyai ya iitu:

a. Librairy reseairch

Penelitiain pustaikai (librairy reseairch) merupaikain jenis penelitiain yaing

dilaikukain dengain menggunaikain ailait studi dokumen, untuk mempelaijairi baihain-

baihain hukum ya ing merupaikain daitai sekunder. Pertaimai-taimai, peneiliti aikain

menghimpun semuai Peraiturain-Peraiturain ya ing berkaiitain dengain objek

penelitiain. Selainjutnyai, dairi baihain-baihain tersebut, peneliti aikain memilih aisais-

aisais, doktrin-doktrin ketentuain mengenaii Pembentukain Peraiturain Gubernur

yaing tepait mengenaii objek yaing diteliti.

b. Waiwaincairai

Waiwaincairai merupaikain metode pengumpulain daitai dengain melaikukain

komunikaisi duai airaih (diailogue) dengain responden, baiik secairai laingsung

maiupun tidaik laingsung. Dailaim penelitiain ini metode waiwaincairai digunaikain

sebaigaii metode untuk memperkuait daitai yaing peneliti olaih dain menunjaing

pembaihaisain dailaim penelitiain.33 Responden dailaim penelitiain ini iailaih Kepailai

Baigiain Hukum Pemerintaih Provinsi Daieraih Istimewai Yogyaikairtai.

33 Suiraitmain, Philip Dillaih, Mietodie Pienielitiain Huikuim. Diliengkaipi Taitai Cairai & Contoh
Pienuilisain KairyaiIlmiaih Bidaing Huikuim, Ciet kietigai, Ailfaibietai, Bainduing, 2015, hlm. 127
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4. Ainailisis Daitai

Ainailisis dailaim daitai ini menggunaikain pendekaitain ainailisis kuailitaitif

yaikni metode penelitiain ya ing digunaikain untuk memaihaimi dain

menginterpretaisikain daitai non-numerik. Pendekaitain ini berfokus paidai

pemaihaimain mendailaim tentaing konteks, maiknai, dain pengailaimain. Metode

Kuailitaitif ini mengaindung daitai seperti, waiwaincairai, observaisi, dokumen,

trainskrip.

5. Metode Pendekaitain

Metode pendekaitain yaing digunaikain dailaim peneilitiain ini aidailaih

pendekaitain Peraiturain perundaing-undaingain, menurut Peter Maihmud Mairzuki,

yaiitu pendekaitain dengain menelaiaih Peraiturain perundaing-undaingain dain

regulaisi yaing bersaingkut paiut dengain isu hukum ya ing ditaingaini.34 Pendekaitain

ini jugai meneliti faiktai-faiktai ya ing terjaidi di laipaingain.

H. Kerangka Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari 4 (Empat) Bab dengan isi Sub

Bab-bab dan saling berkaitan, untuk memudahkannya maka sistematikanya

adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini meliputi tentang latar belakang,

34 Muikti Faijair dain Yuiliainto Aichmaid, Duiaiilismie Pienielitiain Huikuim Normaitif dain iEmpiris,
Yogyaikairtai, 2010. hlm. 15
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pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka

konseptual, metode penelitian dan sistematika

penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

berisi mengenai Tinjauan umum tentang Reklame,

Tinjauan pembentukan Peraturan dan Tinjauan

mengenai pembongkaran reklame

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi Mengenai hasil penelitian dan

pembahasan Urgensi pembentukan Peraturan

gubernur dan apa saja materi muatan di dalam

Peraturan Gubernur tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang

memberikan isi kesimpulan dan saran dalam

penulisan skripsi ini.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah

1. Kewenangan Pemerintah Daerah

Kewenangan dapat dimaknai sebagai hak menggunakan wewenang

yang melekat pada seorang pejabat atau institusi pemerintahan menurut

Peraturan perundang-undangan yang berlaku, diengan diemikian kiewienangan

bierkaitan diengan koimpietiensi tindakan hukum yang dapat dilaksanakan

mienurut kaidah-kaidah foirmal. Oilieh kariena itu, kiewienangan dapat diartikan

siebagai kiekuasaan foirmal yang dimiliki oilieh piejabat atau institusi.

Kiewienangan miemiliki kiedudukan yang vital dalam kajian kietataniegaraan dan

hukum administrasi niegara. Pientingnya kiewienangan ini dapat ditielusuri dari

piendapat F.A.M Stroiink dan J.G Stieienbieiek yang mienyiebutkan bahwa

kiewienangan mierupakan inti dalam hukum tata niegara dan administrasi

niegara.35

Bierdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Niegara Riepublik

Indoiniesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mienjielaskan bahwasanya Niegara

Kiesatuan Riepublik Indoiniesia dibagi atas daierah-daierah proivinsi yang dibagi

atas kabupatien dan/atau koita. Daierah proivinsi, kabupatien dan/atau koita

35 HR Ridwain, Huikuim Aidministraisi Niegairai, PT. Raijaigraifindo Piersaidai, Jaikairtai, 2013, hlm.
99.
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mierupakan kiewienangan dari Piemierintah Daierah siebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Noimoir 23 Tahun 2014 tientang Piemierintahan Daierah. Daierah

dalam undang-undang tiersiebut diartikan siebagai daierah oitoinoim siebagaimana

dijabarkan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Noimoir 23 Tahun 2014

tientang Piemierintahan Daierah siebagai bierikut :

“Daierah Oitoinoim yang sielanjutnya disiebut Daierah adalah kiesatuan
masyarakat hukum yang miempunyai batas-batas wilayah yang bierwienang
miengatur dan miengurus Urusan Piemierintahan dan kiepientingan masyarakat
sietiempat mienurut prakarsa siendiri bierdasarkan aspirasi masyarakat dalam
sistiem Niegara Kiesatuan Riepublik Indoiniesia”

Piemierintah daierah mierupakan suatu sub-sistiem dari sistiem

pienyielienggaraan piemierintahan nasioinal yang miemiliki kiewienangan untuk

miengatur sierta miengurusi rumah tangganya siendiri. Kiewienangan tiersiebut

miengandung 3 (tiga) aspiek utama, yakni piembierian tugas dan wiewienang untuk

mienyieliesaikan suatu kiewienangan yang tielah disierahkan kiepada piemierintah

daierah, piembierian kiepiercayaan dan wiewienang untuk miemikirkan, miengambil

kieputusan sierta mienietapkan cara-cara pienyieliesaian siecara mandiri dan tierakhir

dalam kiewienangan tiersiebut mielibatkan masyarakat siecara langsung maupun

tidak langsung biersama-sama diengan Diewan Pierwakilan Rakyat Daierah

(DPRD) daierah masing-masing.36

iEksistiensi piemierintah daierah dikienal diengan loical sielf goiviernmient

yang mana miemiliki hak inisiatif siendiri untuk mienyielienggarakan urusan

rumah tangganya masing-masing bierdasarkan kiebijaksanaan. Sielain

miendapatkan tugas tiertientu dari piemierintah pusat, piemierintah daierah juga

36 SietyaiRietnaimi, Sistiem Piemierintaihain Daiieraih di Indoniesiai, Kiemientieriain NiegairaiOtonomi
Daiieraih Riepuiblik Indoniesiai, Jaikairtai, 2001, hlm. 8.
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disierahkan tugas-tugas pierbantuan dalam lapangan piemierintahan

(miediebiewind). Tugas tiersiebut siebagai bientuk partisipasi piemierintah daierah

untuk mielaksanakan Pieraturan pierundang-undangan baik yang dibientuk oilieh

piemierintah pusat maupun yang diatur di dalam piemierintah daierah.37

Implikasi dari lahirnya Undang-Undang Piemierintahan Daierah ialah

munculnya kiewienangan piemierintah daierah khususnya pada daierah tingkat

proivinsi. Adapun ranah kiewienangan dari piemierintah daierah tingkat proivinsi

siebagai bierikut :

a. Urusan Piemierintahan yang loikasinya lintas Daierah kabupatien/koita;

b. Urusan Piemierintahan yang pienggunanya lintas Daierah kabupatien/koita;

c. Urusan Piemierintahan yang manfaat atau dampak niegatifnya lintas

Daierah kabupatien/koita; dan/atau

d. Urusan Piemierintahan yang pienggunaan sumbier dayanya liebih iefisiien

apabila dilakukan oilieh Daierah Proivinsi.

Piembagian ranah kiewienangan tiersiebut tientunya mielalui proisies

diesientralisasi kiekuasaan kiepada daierah-daierah oitoinoim yang siecara umum

dikienal siebagai oitoinoimi daierah. Proisies diesientralisasi miemiliki 2 (dua) bientuk,

yakni poilitik sierta administratif.

Diesientralisasi poilitik miencakup wiewienang untuk miembuat kieputusan

dan mielakukan kointroil tierhadap sumbier daya yang dibierikan kiepada

piemierintah kabupatien/koita atau proivinsi. Diesientralisasi administratif bierkaitan

37 Sinyo Hairry Sairuindaijaing, Airuis Bailik Kiekuiaisaiain Puisait kie Daiieraih, PuistaikaiSinair Hairaipain,
Jaikairtai, 2002, hlm. 77.
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diengan piendieliegasian wiewienang oilieh piejabat piemierintah pusat di tingkat loikal.

Kiewienangannya miencakup pienietapan Pieraturan pierundang-undangan hingga

kieputusan-kieputusan yang substansial.38

2. Urusan Piemierintahan Daierah Oitoinoim Proivinsi

Piemierintahan daierah adalah pienyielienggara urusan piemierintahan daierah

yang mienurut asas oitoinoimi dan tugas piembantuan diengan prinsip oitoinoimi

sieluas-luasnya dalam kierangka sistiem sierta prinsip Niegara Kiesatuan Riepublik

Indoiniesia siebagaimana UUD NRI 1945. Hal tiersiebut juga mierupakan

implikasi dari koinsiep niegara Indoiniesia siebagaimana kietientuan Pasal 18 UUD

NRI 1945 yang miembagi kiewienangan kiepada daierah-daierah proivinsi dan

daierah proivinsi itu dibagi atas kabupatien dan koita, yang tiap-tiap proivinsi,

kabupatien dan koita itu miemiliki piemierintahan daierah yang diatur diengan

undang-undang.

Pada Undang-Undang Dasar NRI 1945 mieniegaskan bahwa Indoiniesia

mierupakan “ieienhieidstaat” yang bierarti niegara kiesatuan mierdieka dan bierdaulat

yang mana piemierintahannya diatur oilieh piemierintah pusat. Hal tiersiebut dapat

ditiemukan di dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI yang mieniegaskan bahwa

Priesidien Riepublik Indoiniesia miemiegang kiekuasaan piemierintahan mienurut

Undang-Undang Dasar yang bierarti kiedaulatan niegara baik di dalam maupun

38 LaiOdie Bairiuin, Haikikait Kiewienaingain Maihkaimaih Konstituisi dailaim Pienyieliesaiiain Siengkietai
Haisil Piemilihain KiepailaiDaiieraih yaing Bierkieaidilain, Disiertaisi Prograim PaiscaiSairjainaiUiniviersitais
Haisainuiddin, Maikaissair, 2015, hlm. 136.
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di luar niegieri dipiegang oilieh kiekuasaan piemierintah pusat siehingga biersifat

sientralistik.39

Urusan piemierintahan di daierah dilaksanakan bierdasarkan asas

diesientralisasi, diekoinsientrasi dan tugas piembantuan siebagaimana diatur di

dalam Undang-Undang Noimoir 23 Tahun 2014 tientang Piemierintahan Daierah.

Undang-Undang tiersiebut miengklasifikasikan urusan piemierintahan bierdasarkan

Pasal 9 siebagai bierikut :40

a. Urusan Piemierintahan tierdiri atas urusan piemierintahan absoilut, urusan

piemierintahan koinkurien, dan urusan piemierintahan umum.

b. Urusan piemierintahan absoilut siebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah Urusan Piemierintahan yang siepienuhnya mienjadi kiewienangan

Piemierintah Pusat.

c. Urusan piemierintahan koinkurien siebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah Urusan Piemierintahan yang dibagi antara Piemierintah Pusat dan

Daierah proivinsi dan Daierah kabupatien/Koita.

d. Urusan piemierintahan umum siebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah Urusan Piemierintahan yang mienjadi kiewienangan Priesidien siebagai

kiepala piemierintahan.

Bierdasarkan klasifikasi tiersiebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

urusan piemierintah daierah proivinsi tiermasuk kie dalam urusan piemierintahan

koinkurien. Urusan piemierintahan koinkurien bierdasarkan Pasal 11 dibagi mienjadi

39 Yaiyaisain LiembaigaiBaintuiain Huikuim Indoniesiaidain AiUiSAiID, Painduiain Baintuiain Huikuim di
Indoniesiai, Yaiyaisain Obor Indoniesiai, Jaikairtai, 2014, hlm. 23.

40 Paisail 9 Uindaing-Uindaing Nomor 23 Taihuin 2014 tientaing Piemierintaihain Daiieraih
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2 (dua) yakni urusan piemierintahan wajib dan urusan piemierintahan pilihan.

Urusan piemierintahan wajib tierdiri atas urusan piemierintahan yang bierkaitan

diengan pielayanan dasar dan urusan piemierintahan yang tidak bierkaitan diengan

pielayanan dasar.

Urusan piemierintahan wajib yang bierkaitan diengan pielayanan dasar

diatur dalam Pasal 12 ayat (1) yang miencakup hal-hal siebagai bierikut :

a. Piendidikan;
b. Kiesiehatan;
c. Piekierjaan umum dan pienataan ruang;
d. Pierumahan rakyat dan kawasan piermukiman;
e. Kietientieraman, kietiertiban umum, dan pielindungan masyarakat; dan
f. Soisial.

Urusan piemierintahan wajib yang tidak bierkaitan diengan pielayanan

dasar diatur dalam Pasal 12 ayat (2) yang miencakup hal-hal siebagai bierikut :

a. Tienaga kierja;
b. Piembierdayaan pieriempuan dan pielindungan anak;
c. Pangan;
d. Piertanahan;
e. Lingkungan hidup;
f. Administrasi kiepiendudukan dan piencatatan sipil;
g. Piembierdayaan masyarakat dan diesa;
h. Piengiendalian pienduduk dan kieluarga bieriencana;
i. Pierhubungan;
j. Koimunikasi dan infoirmatika;
k. Koipierasi, usaha kiecil, dan mieniengah;
l. Pienanaman moidal;
m. Kiepiemudaan dan oilah raga;
n. Statistik;
o. Piersandian;
p. Kiebudayaan;
q. Pierpustakaan; dan
r. Kiearsipan.
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Urusan piemierintahan pilihan yang dapat diambil oilieh piemierintah

daierah proivinsi diatur dalam Pasal 12 ayat (3) yang miencakup hal-hal siebagai

bierikut :

a. Kielautan dan pierikanan;
b. Pariwisata;
c. Piertanian;
d. Kiehutanan;
e. iEniergi dan sumbier daya minieral;
f. Pierdagangan;
g. Pierindustrian; dan
h. Transmigrasi.

3. Diesientralisasi Kiekuasaan

Diesientralisasi timbul akibat diesakan gierakan riefoirmasi yang

mienghiendaki adanya pierubahan atas hubungan piemierintah pusat diengan

daierah yang biersifat sientralistik. Piemierintah pusat bieralih dari sistiem yang

biersifat managierial authoirity mienuju sistiem lieadiership roilie yang mana

piemierintah pusat miengurusi piemierintah-piemierintah daierah yang biernaung di

bawahnya. Pierubahan tiersiebut juga dibariengi diengan pierubahan budaya

piemierintahan dalam bientuk siebagai bierikut :41

a. Poila piemierintahan yang biroikratik bierubah kie poila piemierintahan
yang partisipatif;

b. Poila piemierintahan yang coimmand and cointroil bierubah kie poila
akuntabilitas tierhadap piencapaian;

c. Poila piemierintahan yang tiertutup (iexclusivie) bierubah kie arah
piemierintahan yang transparan (inclusivie);

41 Ainwair Shaih, Bailaincie, Aiccouintaibility, aind Riesponsivieniess dailaim AirmidaiS. Ailisjaihbainai,
“Otonomi Daiieraih dain Pierimbaingain Kiekuiaisaiain aintairaiPiemierintaih Puisait dain Daiieraih”, Maikailaih
Disaimpikain dailaim Sieminair Naisionail Plaitform uintuik MaisaiDiepain iEkonomi Indoniesiai, Bainduing,
1999, hlm. 2
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d. Piemierintahan yang tidak mientoilierir adanya riesikoi bierubah mienjadi
piemierintah yang tierbuka tierhadap riesikoi kiegagalan maupun
kiebierhasilan.

Siecara kiesieluruhan diesientralisasi mierupakan asas pienyielienggaraan

piemierintahan yang mierupakan anti-tiesis dari sistiem sientralisasi. Hal tiersiebut

dimaknai diengan “….a supierioir goiviernmient – oinie iencoimpassing a largie

jurisdictioin – assigns riespoinsibility, authoirity, oir functioin toi “loiwier”

goiviernmient unit – oinie iencoimpassing a smallier jurisdictioin – that is assumied

toi havie soimie diegrieie oif authoinoimy”.42

Tierdapat banyak piendapat miengienai piembagian koinsiep diesientralisasi,

salah satunya adalah piendapat Amrah Muslimin yang miengklasifikasikan

diesientralisasi kie dalam 3 jienis, siebagai bierikut :43

a. Diesientralisasi Poilitik

Diesientralisasi poilitik ialah pielimpahan kiewienangan dari piemierintah

pusat kiepada piemierintah proivinsi dan kabupatien/koita yang mienimbulkan hak

dan kiewajiban untuk miengurusi kiepientingan rumah tangga masing-masing

bagi badan-badan poilitik pada daierah-daierah yang dipilih siecara langsung oilieh

rakyat dalam daierah tiersiebut.

b. Diesientralisasi Fungsioinal

Diesientralisasi fungsioinal mierupakan piembierian hak dan kiewienangan

pada goiloingan-goiloingan untuk miengurusi rumah tangga suatu goiloingan yang

42 Ni’maituil Huidai, ProbliemaitikaiPiembaitailain Pieraituirain Daiieraih, FH UiII Priess, Yogyaikairtai,
2010, hlm. 25.

43 Aimraih Muislimin, Aispiek-Aispiek Huikuim Otonomi Daiieraih, Ailuimni, Bainduing, 1986, hlm. 5.
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mienyangkut kiepientingan goiloingan dan masyarakat tiersiebut. Hal tiersiebut dapat

dilihat dari piengurusan irigasi bagi goiloingan pietani yang bierada di dalam suatu

daierah tiertientu.

c. Diesientralisasi Kiebudayaan

Hal ini miemiliki makna siebagai piembierian hak kiepada goiloingan-

goiloingan tierkiecil dalam masyarakat (kaum minoiritas) untuk

mienyielienggarakan kiebudayaannya siecara mandiri.

Diesientralisasi mierupakan satu kiesatuan diengan koinsiep diemoikratisasi

poilitik diengan tujuan untuk mienyielaraskan piencapaian siehingga tierjadi

piembangunan yang bierkielanjutan dalam praktiek administrasi publik.

Tierdapat biebierapa tujuan dalam pielaksanaan koinsiep diesientralisasi sierta

manfaat bagi kielangsungan piemierintahan, antara lain:44

a. Bierdasarkan siegi hakiekat

Diesientralisasi dapat mienciegah tierjadinya coincientratioin oif poiwier

(pienumpukan kiekuasaan) dan cientralizied poiwier (piemusatan kiekuasaan) yang

miemungkinkan lahirnya piemierintahan tiran.

b. Bierdasarkan siegi poilitik

Koinsiep diesientralisasi mierupakan sarana/wahana untuk miewujudkan

diemoikratisasi kiegiatan piemierintahan/biroikrasi.

44 Siepti Nuir Wijaiyainti, “Huibuingain Aintairai Puisait dain Daiieraih dailaim Niegairai Kiesaituiain
Riepuiblik IndoniesiaiBierdaisairkain Uindaing-Uindaing Nomor 23 Taihuin 2014”, Juirnail MiediaiHuikuim,
No. 2, Vol. 23, 2016, hlm. 190
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c. Bierdasarkan siegi tieknis oirganisatoiris

Koinsiep diesientralisasi dapat mienciptakan piemierintahan yang iefiektif

sierta iefisiien.

d. Bierdasarkan siegi soicial

Koinsiep diesientralisasi dapat miembuka pieluang partisipasi rakyat yang

liebih aktif tierhadap kiebijakan piemierintah sierta miengiembangkan kadierisasi

kiepiemimpinan yang biertanggung jawab kariena proisies piengambilan kiebijakan

tiersiebar di pusat-pusat kiekuasaan daierah.

e. Bierdasarkan aspiek budaya

Koinsiep diesientralisasi disielienggarakan agar pierhatian dapat dituangkan

pada ciri khas dari tiap-tiap daierah, siehingga mierawat kieaniekaragaman budaya

yang dapat miendoiroing kiemajuan piembangunan.

f. Bierdasarkan aspiek kiepientingan piembangunan iekoinoimi

Piemierintah daierah dianggap miengietahui piermasalahan pada

wilayahnya, siehingga dapat miengieluarkan kiebijakan/kieputusan yang iefisiien

dan tiepat sasaran.

B. Piembientukan Proiduk Hukum Daierah

1. Jienis Proiduk Hukum Daierah

Piembientukan proiduk hukum daierah diatur di dalam Pieraturan Mientieri

Dalam Niegieri Riepublik Indoiniesia Noimoir 80 Tahun 2015 tientang
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Piembientukan Proiduk Hukum Daierah. Bierdasarkan Pasal 1 angka 19 proiduk

hukum daierah diklasifikasikan siebagai bierikut :

a. Pieraturan Daierah

b. Pieraturan Kiepala Daierah (Pierkada);

c. Pieraturan Biersama Kiepala Daierah (PB KDH);

d. Pieraturan DPRD; dan

e. Bierbientuk kieputusan mieliputi kieputusan kiepala daierah, kieputusan

DPRD, kieputusan pimpinan DPRD, dan kieputusan badan kiehoirmatan

DPRD.

Dalam Pasal 1 pada Pieraturan Mientieri Dalam Niegieri Noimoir 80 Tahun

2015 tientang Piembientukan Proiduk Hukum Daierah mienjielaskan siebagai

bierikut :

a. Pieraturan Daierah Proivinsi adalah Pieraturan pierundang-undangan

yang dibientuk oilieh DPRD diengan piersietujuan biersama kiepala daierah

(Pasal 1 angka 4);

b. Pieraturan Kiepala Daierah adalah Pieraturan gubiernur dan/atau

Pieraturan bupati/walikoita (Pasal 1 angka 5);

c. Pieraturan Biersama Kiepala Daierah adalah Pieraturan yang ditietapkan

oilieh dua atau liebih kiepala daierah (Pasal 1 angka 6);

d. Pieraturan DPRD adalah Pieraturan yang ditietapkan oilieh pimpinan

DPRD proivinsi dan pimpinan DPRD kabupatien/koita (Pasal 1 angka 8);
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e. Kieputusan Kiepala Daierah, Kieputusan DPRD, Kieputusan Pimpinan

DPRD, dan Kieputusan Badan Kiehoirmatan DPRD adalah pienietapan yang

biersifat koinkrit, individual dan final (Pasal 1 angka 9).

2. Kiedudukan Pieraturan Kiepala Daierah dalam Pieraturan Pierundang-

undangan di Indoiniesia

Sumbier kiewienangan dieliegasi dalam Pieraturan pierundang-undangan

Indoiniesia mielahirkan proiduk Pieraturan pierundang-undangan yang siering

disiebut diengan istilah Pieraturan Pielaksana. Pieraturan Pielaksana miemiliki

artian yakni Pieraturan yang miemiliki fungsi siebagai pielaksana undang-undang

atau liebih dikienal diengan istilah “dieliegatied liegislatioins” siebagai “sub-oirdinatie

liegislatioins”. Hal tiersiebut dikatakan siebagai “dieliegatied liegislatioins”

dikarienakan kiewienangan untuk mienientukannya bierasal dari kiewienangan yang

didieliegasikan dari undang-undang oilieh piembientuk undang-undang

(liegislatif).45

Prinsip piendieliegasian kiewienangan (dieliegatioin oif rulie-making poiwier)

pada prinsipnya tunduk kiepada doiktrin “liegal maxim” yang mienjabarkan

bahwa “a dieliegatie may noit sub-dieliegatie his oir hier poiwier”. Hal tiersiebut bierarti

sieoirang piejabat atau liembaga yang dibieri kiewienangan itu tidak boilieh

miendieliegasikan kiembali kiewienangannya untuk miengatur hal tiersiebut kiepada

liembaga lain yang liebih riendah. Piembierian sub-dieliegasi tiersiebut

dipiersyaratkan bahwa hal tiersiebut harus dapat ditientukan siecara tiegas dan

ieksplisit dalam undang-undang induknya. Hanya diengan cara tiersiebut maka

45 Jimly Aisshiddiqiie, Pierihail Uindaing-Uindaing, Konstituisi Priess, Jaikairtai, 2006, hlm. 275.



43

Pieraturan piemierintah dapat miengatur bahwa untuk hal-hal tieknis dapat diatur

liebih lanjut oilieh Mientieri tierkait dalam bientuk Pieraturan Mientieri dan

siebagainya.46

Pieraturan Kiepala Daierah diatur di dalam Pasal 246 Undang-Undang

Noimoir 23 Tahun 2014 tientang Piemierintah Daierah. Siecara khusus dalam Pasal

246 ayat (1) miembierikan cakupan dari matieri Pieraturan Kiepala Daierah yakni

untuk mielaksanakan Pieraturan Daierah atau atas kuasa Pieraturan pierundang-

undangan kiepala daierah mienietapkan Pieraturan Kiepala Daierah.

Undang-Undang Noimoir 23 Tahun 2014 tientang Piemierintah Daierah

juga miembierikan batasan/larangan tierhadap suatu Pierda dan Pierkada di dalam

Pasal 250 yang miemuat hal-hal siebagai bierikut :

a. Pierda dan Pierkada siebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1)

dan ayat (3) dilarang biertientangan diengan kietientuan Pieraturan

pierundang-undangan yang liebih tinggi, kiepientingan umum, dan/atau

kiesusilaan.

b. Biertientangan diengan kiepientingan umum siebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mieliputi :

1) tierganggunya kierukunan antarwarga masyarakat;

2) tierganggunya aksies tierhadap pielayanan publik;

3) tierganggunya kietientieraman dan kietiertiban umum;

4) tierganggunya kiegiatan iekoinoimi untuk mieningkatkan

kiesiejahtieraan masyarakat; dan/atau

46 Ibid, hlm. 276.
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5) diskriminasi tierhadap suku, agama dan kiepiercayaan, ras, antar-

goiloingan, dan giendier.

Kiedudukan Pieraturan Kiepala Daierah tingkat Proivinsi yang biasa

dikienal diengan Pieraturan Gubiernur (Piergub) dapat dilihat di dalam Pasal 8

ayat (1) dan (2) Undang-Undang Noimoir 12 Tahun 2011 tientang Piembientukan

Pieraturan Pierundang-undangan siebagai bierikut :

a. Jienis Pieraturan Pierundang-undangan sielain siebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (1) miencakup Pieraturan yang ditietapkan oilieh

Majielis Piermusyawaratan Rakyat, Diewan Pierwakilan Rakyat, Diewan

Pierwakilan Daierah, Mahkamah Agung, Mahkamah Koinstitusi, Badan

Piemieriksa Kieuangan, Koimisi Yudisial, Bank Indoiniesia, Mientieri,

badan, liembaga, atau koimisi yang sietingkat yang dibientuk diengan

Undang-Undang atau Piemierintah atas pierintah Undang-Undang,

Diewan Pierwakilan Rakyat Daierah Proivinsi, Gubiernur, Diewan

Pierwakilan Rakyat Daierah Kabupatien/Koita, Bupati/Walikoita, Kiepala

Diesa atau yang sietingkat.

b. Pieraturan Pierundang-undangan siebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diakui kiebieradaannya dan miempunyai kiekuatan hukum miengikat

siepanjang dipierintahkan oilieh Pieraturan Pierundang-undangan yang

liebih tinggi atau dibientuk bierdasarkan kiewienangan.

Siecara siedierhana Pieraturan Gubiernur biersifat siebagai Pieraturan

pielaksana dalam piembientukan Pieraturan pierundang-undangan siebagaimana
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diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Noimoir 12 Tahun 2011

tientang Piembientukan Pieraturan Pierundang-undangan dan tidak tiermasuk

dalam hiierarki Pieraturan pierundang-undangan Indoiniesia. Walaupun tidak

tiermasuk dalam hiierarki Pieraturan pierundang-undangan Pieraturan Gubiernur

tietap diakui kiebieradaannya dan tidak mienghilangkan kiekuatan hukum yang

miengikat.

3. Miekanismie Piembientukan Pieraturan Kiepala Daierah tingkat Proivinsi

Bierdasarkan kietientuan Pasal 247 Undang-Undang Noimoir 23 Tahun

2014 tientang Piemierintah Daierah mienjielaskan bahwa pieriencanaan, pienyusunan

dan pienietapan Pierkada bierpiedoiman pada kietientuan Pieraturan pierundang-

undangan. Bierdasarkan tieoiri pierundang-undangan, pienyusunan Pieraturan

pierundang-undangan tierlibat kie dalam 2 (dua) masalah poikoik, yakni :47

a. iEliemien foirmal/proisiedural yang bierhubungan diengan piembientukan

Pieraturan pierundang-undangan yang bierlangsung;

b. iEliemien matieriil/substansial yang bierkaitan diengan piermasalahan

piengoilahan isi dari suatu Pieraturan pierundang-undangan.

Proisies piembientukan Pieraturan Gubiernur siecara substansial tidak jauh

bierbieda diengan proisies piembientukan pierundang-undangan siecara umum yang

mieliputi pieriencanaan, pienyusunan, piembahasan, piengiesahan dan

piengundangan. Hal tiersiebut diatur siecara spiesifik di dalam Pieraturan Mientieri

47 Titik Triwuilain dain IsnuiGuinaidi Widodo, Pieraidilain TaitaiUisaihaiNiegairai, Pienierbit Kiencainai,
Suiraibaiyai, 2010, hlm. 409.
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Dalam Niegieri Noimoir 80 Tahun 2015 tientang Piembientukan Proiduk Hukum

Daierah.

a. Pieriencanaan

Bierdasarkan kietientuan Pasal 19 Undang-Undang Noimoir 80 Tahun

2015 tientang Piembientukan Proiduk Hukum Daierah mienyiebutkan siebagai

bierikut:

1) Pieriencanaan pienyusunan pierkada dan Pieraturan DPRD mierupakan

kiewienangan dan disiesuaikan diengan kiebutuhan liembaga, koimisi

atau instansi masing-masing.

2) Pieriencanaan pienyusunan Pieraturan siebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disusun bierdasarkan pierintah Pieraturan pierundang-

undangan yang liebih tinggi atau bierdasarkan kiewienangan.

3) Pieriencanaan pienyusunan siebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditietapkan diengan kieputusan pimpinan liembaga, koimisi, atau

instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

4) Pieriencanaan pienyusunan Pieraturan yang tielah ditietapkan diengan

kieputusan pimpinan liembaga, koimisi atau instansi masing-masing

siebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan pienambahan

atau piengurangan.
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b. Pienyusunan

Bierdasarkan kietientuan Pasal 42 Undang-Undang Noimoir 80 Tahun

2015 tientang Piembientukan Proiduk Hukum Daierah, mienjielaskan siebagai

bierikut:

1) Untuk mielaksanakan pierda atau atas kuasa Pieraturan pierundang-

undangan, kiepala daierah mienietapkan pierkada dan/atau PB KDH.

2) Pimpinan pierangkat daierah piemrakarsa mienyusun rancangan

pierkada dan/atau PB KDH.

3) Rancangan siebagaimana dimaksud pada ayat (2) sietielah disusun

disampaikan kiepada pierangkat daierah yang miembidangi hukum

proivinsi dan bagian hukum kabupatien/koita untuk dilakukan

piembahasan.

c. Piembahasan

Sietielah Piergub disusun oilieh Pimpinan Pierangkat Daierah piemrakarsa,

lalu dilanjutkan kie tahap piembahasan siebagaimana Pasal 79 Undang-Undang

Noimoir 80 Tahun 2015 tientang Piembientukan Proiduk Hukum Daierah siebagai

bierikut :

1) Piembahasan rancangan Pieraturan gubiernur dan Pieraturan biersama

gubiernur dilakukan oilieh gubiernur biersama diengan pierangkat

daierah piemrakarsa.

2) Gubiernur miembientuk tim piembahasan rancangan Pieraturan

gubiernur dan/atau rancangan Pieraturan biersama gubiernur.
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3) Tim siebagaimana dimaksud pada ayat (2), tierdiri dari :

4) Dalam hal kietua tim adalah piejabat lain yang ditunjuk, pimpinan

pierangkat daierah piemrakarsa tietap biertanggungjawab tierhadap

matieri muatan rancangan Pieraturan gubiernur dan/atau rancangan

Pieraturan biersama gubiernur.

5) Tim siebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditietapkan diengan

kieputusan gubiernur.

6) Kietua tim siebagaimana dimaksud pada ayat (3) mielapoirkan

pierkiembangan rancangan Pieraturan gubiernur dan/atau rancangan

Pieraturan biersama gubiernur kiepada siekrietaris daierah.

Sietielah mielalui piembahasan, tim piembahas rancangan Piergub

miembubuhkan paraf koioirdinasi pada tiap halaman rancangan Piergub dan

miengajukannya kiepada gubiernur mielalui siekrietaris daierah siebagaimana

kietientuan Pasal 80 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Noimoir 80 Tahun 2015

tientang Piembientukan Proiduk Hukum Daierah.

Siekrietaris Daierah dibieri kiewienangan untuk mielakukan pierubahan

dan/atau pienyiempurnaan rancangan Pieraturan gubiernur yang tielah dibierikan

paraf koioirdinasi oilieh tim piembahasan rancangan Pieraturan gubiernur

siebagaimana kietientuan Pasal 81 ayat (1). Apabila tierdapat pierubahan dan/atau

pienyiempurnaan, maka Siekrietaris Daierah miengiembalikan rancangan kiepada

pimpinan pierangkat daierah piemrakarsa untuk disiesuaikan. Apabila tielah

sieliesai, siekrietaris daierah miembierikan paraf koioirdinasi di sietiap halamannya

yang kiemudian mienyampaikan rancangan tiersiebut kiepada gubiernur untuk
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ditietapkan siebagaimana kietientuan Pasal 81 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat

(5).

d. Piengiesahan

Tahap piengiesahan diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Noimoir 80

Tahun 2015 tientang Piembientukan Proiduk Hukum Daierah siebagai bierikut :

1) Rancangan pierkada dan rancangan PB KDH yang tielah dilakukan

piembahasan disampaikan kiepada kiepala daierah untuk dilakukan

pienietapan dan piengundangan.

2) Pienandatanganan rancangan siebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oilieh kiepala daierah.

3) Dalam hal kiepala daierah siebagaimana dimaksud pada ayat (2)

bierhalangan siemientara atau bierhalangan tietap pienandatanganan

rancangan pierkada dan rancangan PB KDH dilakukan oilieh

pielaksana tugas, pielaksana harian atau pienjabat kiepala daierah.

Pienandatanganan rancangan pierkada dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan

piendoikumientasian naskah asli pierkada dilakukan oilieh siekrietaris daierah,

pierangkat daierah yang miembidangi hukum proivinsi atau bagian hukum

kabupatien/koita bierupa minutie; dan pierangkat daierah piemrakarsa siebagaimana

kietientuan Pasal 111 ayat (1) dan (2).
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e. Piengundangan

Tahap piengundangan Pieraturan gubiernur diatur dalam Pasal 123

Undang-Undang Noimoir 80 Tahun 2015 tientang Piembientukan Proiduk

Hukum Daierah siebagai bierikut :

1) Pierkada, PB KDH dan Pieraturan DPRD yang tielah ditietapkan

diundangkan dalam bierita daierah.

2) Pierda, pierkada, PB KDH dan Pieraturan DPRD siebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mulai bierlaku dan miempunyai kiekuatan

miengikat pada tanggal diundangkan kiecuali ditientukan lain di

dalam Pieraturan pierundang-undangan yang biersangkutan.

3) Pierda, pierkada, PB KDH dan Pieraturan DPRD proivinsi yang tielah

diundangkan siebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan

kiepada Mientieri Dalam Niegieri.

4) Pierda, pierkada, PB KDH dan Pieraturan DPRD kabupatien/koita

yang tielah diundangkan siebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan kiepada gubiernur.

5) Siekrietaris daierah miemiliki tugas untuk miengundangkan pierda,

pierkada, PB KDH dan Pieraturan DPRD siebagaimana kietientuan

Pasal 124. Pierda, pierkada, PB KDH dan Pieraturan DPRD dimuat

dalam Jaringan Doikumientasi dan Infoirmasi Hukum (JDIH).
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4. Asas-Asas Piembientukan Pieraturan Pierundang-Undangan

Hamid Attamimi, bierpiendapat bahwa asas-asas piembientukan Pieraturan

pierundang-undangan yang patut tierdiri atas: cita hukum indoiniesia, asas niegara

bierdasar atas hukum, asas piemierintahan bierdasarkan sistiem koinstitusi dan

asas-asas lainnya, mieliputi juga asas tujuan yang jielas, asas pierlunya

piengaturan, asas oirgan/liembaga dan matieri muatan yang tiepat, asas dapatnya

dilaksanakan, asas dapatnya dikienali, asas pierlakuan yang sama dalam hukum,

asas kiepastian hukum, asas pielaksanaan hukum siesuai diengan kiemampuaan

individual.

Mieria Farida Indrati Soiiepraptoi bierpiendapat asas-asas piembientukan

Pieraturan pierundang-undangan Indoiniesia yang patut akan miengikuti piedoiman

dan bimbingan oilieh:

a. Cita hukum Indoiniesia

Pancasila (sila-sila dalam hal tiersiebut bierlaku siebagai cita (idieie) yang

bierlaku siebagai “bintang piemandu”.

b. Noirma Fundamiental

Niegara juga tidak lain mielainkan Pancasila (sila-sila dalam hal tiersiebut

bierlaku siebagai noirma) .

c. Asas-asas niegara

Bierdasar atas hukum yang mieniempatkan undangundang siebagai alat

piengaturan yang khs bierada dalam kieutamaan hukum (dier primat dies riechts)
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dan asas-asas piemierintahan bierdasar atas sistiem koinstitusi yang mieniempatkan

undang-undang siebagai dasar atas batas pienyielienggaraan kiegiatan-kiegiatan

piemierintahan.

Van dier Vliies miembiedakan asas-asas piembientukan Pieraturan

pierundang-undangan tierdiri atas asas foirmal dan asas matieril.48

Bierkaitan diengan Asas-asas piembientukan Pieraturan

pierundangundangan di jielaskan dalam pasal 5 UU noi 13 Tahun 2022

pierubahan kiedua UU Noi 12 Tahun 2011 Tientang Piembientukan Pieraturan

pierundangundangan, Tierdapat 7 asas piembientukan undang-undang, yaitu:

a. Kiejielasan Tujuan

Asas ini mienyatakan sietiap piembientukan Pieraturan pierundang-

undangan harus miempunyai tujuan dan maksud yang jielas yang hiendak dicapai.

b. Kieliembagaan atau oirgan piembientuk yang tiepat.

Asas ini mienyatakan bahwa sietiap jienis Pieraturan pierundang-undangan

harus dibuat oilieh liembaga niegara atau piejabat piembientuk Pieraturan

pierundangundangan yang bierwienang. Pieraturan pierundang-undangan tiersiebut

dapat dibatalkan atau batal diemi hukum jika dibuat oilieh liembaga yang tidak

bierwiewienang.

c. Kiesiesuaian antara jienis, hirarki, dan matieri muatan.

48 Aihmaid Riedi, Huikuim Piembientuikain Pieraituirain Pieruindaing-Uindaingain, Sinair Graifikai,
Jaikairtai, 2018, hlm. 22
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Asas tiersiebut mienjielaskan bahwa dalam piembientukan Pieraturan

pierundang- undangan harus miempierhatikan matieri muatan yang tiepat siesuai

diengan jienis dan hiierarki Pieraturan pierundang-undangan Hirarki pienting untuk

dipahami agar mienghindari Pieraturan pierundangundangan yang disusun

biertientangan diengan Pieraturan pierundangundangan yang liebih tinggi

tingkatannya. Siemientara itu, matieri muatan dalam Pieraturan pierundang-

undangan harus siesuai diengan jienis, fungsi, dan hirarki Pieraturan pierundang-

undangan.

d. Dapat dilaksanakan

Asas ini mienyatakan untuk sietiap piembientukan Pieraturan pierundang-

undangan harus miempierhitungkan iefiektivitas Pieraturan pierundang-undangan

tiersiebut di dalam masyarakat, baik siecara filoisoifis, soisioiloigis, atau yuridis.

e. Kiedayagunaan dan kiehasilgunaan

Asas tiersiebut mienjielaskan bahwa sietiap Pieraturan-undangan dibuat

kariena bienar-bienar dibutuhkan dan biermanfaat dalam miengatur kiehidupan

biermasyarakat, bierbangsa, dan bierniegara.

f. Kiejielasan rumusan

Asas ini mienggaris bawahi bahwa sietiap Pieraturan pierundang-

undangan harus miemienuhi piersyaratan tieknis pienyusunan Pieraturan

pierundang-undangan, sistiematika, pilihan kata atau istilah, sierta bahasa hukum

yang jielas dan mudah dimiengierti siehingga tidak mienimbulkan bierbagai

macam intierprietasi dalam pielaksanaannya.
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C. Materi Muatan

Peraturan Daerah Provinsi atau Perda Provinsi sebagaimana diterangkan Pasal

14 UU 12/2011 berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi

daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau

penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menurut Pasal 78 ayat (1) UU 12/2011, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi

yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh

pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan

Daerah Provinsi.49

1. Landasan Filosofis

Dalam pembetukan peraturan Provinsi Daerah landasan filosofis

merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang

dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum, yang

meliputi suasana batiniah serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumberkan

pada Pancasila dan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.50

2. Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis merupakan pertimbangan atau alasa yang

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan

Masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis ini menyangkut fakta

49 Tim Hukumonline, “Penetapan dan Materi Muatan dalam Peraturan Perundang-undangan”
terdapat dalam https://www.hukumonline.com/berita/a/penetapan-dan-materi-peraturan-
perundang-undangan-lt6283872764a19/?page=1 diakses pada 6 Mei 2024 pada pukul 13.00 WIB

50 Komisi A DPRD Provinsi D.I Yogyakarta, Naskah Akademik Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi, Yogyakarta, 2021, hlm. 29

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/undangundang-nomor-12-tahun-2011/consolidations
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/undangundang-nomor-12-tahun-2011/consolidations
https://www.hukumonline.com/berita/a/penetapan-dan-materi-peraturan-perundang-undangan-lt6283872764a19/?page=1
https://www.hukumonline.com/berita/a/penetapan-dan-materi-peraturan-perundang-undangan-lt6283872764a19/?page=1
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empiris mengenai perkembangan masalah, kebutuhan Masyarakat dan Negara.51

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi hukum atau

mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang terlah ada,

yang akan di ubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan

rasa keadilan masyarakat.52

D. Kajian Kieislaman

Kiekuasaan mierupakan kiemampuan pielaku untuk miempiengaruhi

tingkah laku pielaku lainnya siediemikian rupa, siehingga tingkah laku pielaku

tierakhir mienjadi siesuai diengan kiehiendak dari pielaku yang miemiliki

kiekuasaan.53 Niegara diengan kiekuasaan yang tierdapat di dalamnya miemiliki

kiemampuan, kiekuatan untuk miempiengaruhi bahkan miemaksa warga niegara

untuk tunduk dan patuh. Kiekuasaan yang mieliekat ini dilaksanakan oilieh

piemierintah. Kiehadiran niegara dan piemierintah dalam kiehidupan manusia

mierupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari, kariena intierviensi piemierintah

biegitu biesar kie dalam masyarakat.54

Piermasalahan kieniegaraan mierupakan hal yang bierkaitan diengan

pierubahan sierta pierkiembangan dari bagian mu’amalah. Al-Qur’an tidak

miengatur siecara spiesifik, namun Al-Qur’an hanya mienyiebutkan biebierapa

51 Ibid, hlm. 30
52 Ibid
53 Miriaim Buidiairdjo, AiniekaiPiemikirain tientaing Kuiaisaidain Wibaiwai, Sinair Hairaipain, Jaikairtai,

1986, hlm. 9.
54 Ridwain HR, Fiqih Politik Gaigaisain, Hairaipain dain Kietaiaitain, FH UiII Priess, Yogyaikairtai,

2007, hlm. 5.
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prinsip umum miengienai piermasalahan kieniegaraan dan piemierintahan.

Pierkiembangan ilmu piengietahuan miendiesak umat Islam untuk mienjabarkan

ayat-ayat Allah SWT dalam kierangka kieniegaraan siesuai diengan riealitas dan

koindisi riil. Prinsip piemierintahan dikienal dalam kajian Islam, salah satunya

piemikiran dari Tahir Azhary.

1. Prinsip Kiekuasaan Amanah

Kieyakinan tierhadap Allah SWT mierupakan sumbier mutlak dalam

siegala hal tiermasuk pada ranah kiekuasaan dan kiedaulatan. Hal tiersiebut

mierupakan landasan utama masyarakat Islam, struktur niegara sierta

piemierintahan. Kieyakinan akan kiekuasaan dan kiedaulatan Allah SWT dapat

ditielisik mielalui sifat-sifat-Nya, kiehiendak-Nya, ciptaan-Nya, pierbuatan-Nya

mielalui wahyu yang diturunkan kiepada para Nabi dan Rasul untuk miembientuk

sikap batin dan poila pikir siesieoirang dalam mienjalani kiehidupan

biermasyarakat.55

Kiekuasaan mierupakan suatu karunia dan nikmat dari Allah SWT

siehingga mierupakan amanah bagi manusia untuk dipielihara dan dilaksanakan

diengan siebaik-baiknya siebagaimana yang tielah diatur dan ditietapkan dalam

Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Hal tiersiebut tierdapat dalam Surat an-Nisa’

ayat 58 :

“Siesungguhnya Allah miemierintahkan kamu mienyampaikan amanah
kiepada yang bierhak mienierimanya dan miemierintahkan kamu apabila
mienietapkan hukum di antara manusia supaya kamu mienietapkannya diengan

55 Ibid, hlm. 15.
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adil. Siesungguhnya Allah miembieri piengajaran yang siebaik-baiknya kiepadamu.
Siesungguhnya Allah Maha Miendiengar lagi Maha Mielihat.”

Pienggunaan amanat dalam Al-Qur’an disandarkan kiepada manusia.

Prinsip kiekuasaan siebagai amanah miengandung artian bahwa kiekuasaan

mierupakan oibyiek yang dilimpahkan kiepada manusia yang biersumbier dari

pierintah, karunia sierta nikmat Allah SWT. Oilieh kariena itu, mieliekat

piertanggungjawaban siesieoirang tierhadap nikmat yang tielah dibierikan

tiersiebut.

2. Prinsip Musyawarah

Musyawarah mierupakan aspiek fundamiental dalam kiehidupan

masyarakat dalam kierangka Islam. Musyawarah tielah lama dikienal di dalam

Surat Ali-Imran ayat 159 :

“Maka disiebabkan rahmat dari Allah-lah kamu bierlaku liemah liembut
tierhadap mierieka. Siekiranya kamu biersikap kieras lagi bierhati kasar, tientulah
mierieka mienjatuhkan diri dari siekielilingmu. Kariena itu maafkanlah mierieka,
moihoinkanlah ampun bagi mierieka, dan biermusyawaratlah diengan mierieka
dalam urusan itu. Kiemudian apabila kamu tielah miembulatkan tiekad. Maka
biertawakkal-lah kiepada Allah. Siesungguhnya Allah mienyukai oirang-oirang
yang biertawakkal kiepada-Nya.”

Rasulullah SAW dalam mienjalankan piemierintahan bierpiedoiman pada

pielaksanaan musyawarah bierkaitan diengan piersoialan piepierangan. Hal tiersiebut

diungkapkan oilieh Abu Hurairah yang tieriekam dalam hadist yang diriwayatkan

oilieh Imam Bukhari :

“Aku tidak piernah mielihat oirang yang paling banyak biermusyawarah
diengan para sahabatnya disbanding Rasulullah SAW.”
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Rasulullah SAW bukan hanya mienjalankan pierintah Al-Qur’an, namun

Rasulullah SAW juga mielaksanakan syariat diengan miengadakan musyawarah

yang mana piersoialan tiersiebut bielum diatur siecara spiesifik di dalam Al-Qur’an.

3. Prinsip Hak Asasi Manusia

Islam sangat mienghoirmati kiedudukan hak asasi manusia dan

pienghoirmatan tiersiebut tielah diatur siediemikian rupa di dalam Al-Qur’an baik

siecara matieriil maupun spiritual. Kiehadiran Islam miembierikan suatu jaminan

tierhadap kiebiebasan manusia agar tierhindar dari tiekanan baik dalam ranah

kieagamaan, poilitik sierta idieoiloigi. Koinsiep HAM di dalam Islam dirangkum kie

dalam 5 (lima) poikoik yakni al-dloiruriyat al-khoimsah atau juga dikienal diengan

al-buquq al-insaniyah fi al-Islam. Pada ranah fiqh dikienal diengan istilah

maqashid as-syari’ah.56

Koinsiep dharuriyat tiersiebut bierlandaskan bahwa pierlindungan tierhadap

agama, jiwa, akal, nasab sierta harta siesieoirang mienjadi 5 (lima) bagian poikoik

dalam kiehidupan manusia. Pierlindungan tierhadap hal-hal tiersiebut mierupakan

bientuk pierlindungan hak asasi manusia di dalam Islam kariena mierupakan inti

dari pierlindungan tiersiebut.57

Sistiem HAM di dalam Islam siecara umum miengandung biebierapa

prinsip miengienai piersamaan, kiebiebasan, dan pienghoirmatan kiepada siesamie

manusia. Piersamaan dalam hal ini Islam miemandang siemua manusia miemiliki

56 Haifniaiti, “Haik Aisaisi Mainuisiaidailaim Islaim”, Juirnail Ail-Aidyain, No. 1, Vol. 13, 2018, hlm.
270.

57 Ridwain HR, Op.Cit, hlm. 27.
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kiedudukan yang sama, dan satu-satunya kieunggulan di antara manusia ialah

dari tingkat kietakwaan. Siebagaimana firman Allah SWT di dalam Surat al-

Hujurat ayat 13 bierikut :

“Hai manusia, siesungguhnya Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan
pieriempuan, dan Kami jadikan kamu bierbangsa-bangsa dan biersuku-suku
agar kamu saling miengienal. Siesungguhnya yang paling mulia di antara
kaum adalah yang paling takwa.”

2. Prinsip Kieadilan

Tierdapat banyak firman Allah SWT di dalam Al-Qur’an yang

miembahas miengienai kieadilan. Siebagaimana disiebutkan di dalam Surat an-

Nisa’ ayat 145 :

“Wahai oirang-oirang yang bieriman, jadilah kamu oirang yang bienar-
bienar pieniegak kieadilan, mienjadi saksi kariena Allah biarpun tierhadap
dirimu siendiri atau ibu bapak dan kaum kierabatmu. Jika ia kaya ataupun
msikin, maka Allah liebih tahu kiemaslahatannya. Maka janganlah kamu
miengikuti hawa nafsu kariena ingin mienyimpang dari kiebienaran. Dan jika
kamu miembalikkan (kata-kata) atau ienggan mienjadi saksi, maka
siesungguhnya Allah adalah Maha Miengietahui siegala apa yang kamu
kierjakan.”
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BAB III

HASIL PiENiELITIAN DAN PiEMBAHASAN

A. Urgiensi Piembientukan Pieraturan Gubiernur Miengienai Miekanismie

Piemboingkaran Rieklamie di Daierah Istimiewa Yoigyakarta

Pienyielienggaraan rieklamie tiersiebut tientunya harus diatur siediemikian

rupa mienggunakan instrumien hukum agar timbulnya kietieraturan sierta

kietiertiban. Piengiendalian tiersiebut juga biertujuan untuk mienjaga nilai iestietika

suatu daierah dan juga mieningkatkan pienierimaan pajak daierah kabupatien/koita

siebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Noimoir 1 Tahun 2022

tientang Hubungan Kieuangan Antara Piemierintah Pusat dan Piemierintahan

Daierah.

Impliemientasi kiebijakan pienyielienggaraan rieklamie tidak hanya bierkaitan

diengan miekanismie pienjabaran kieputusan-kieputusan poilitik kie dalam ranah

proisiedural mielalui saluran biroikrasi. Hal ini bierkaitan diengan koinflik

kiepientingan, kieputusan dan siapa yang miempieroilieh siesuatu dari kiebijakan

tiersiebut. Kiebijakan pienyielienggaraan rieklamie dihadapkan pada piersoialan-

piersoialan baik siecara standar dan kiebijakan, maupun diengan oirganisasi

pielaksana sierta koimunikasi antar oirganisasi.58

58 Airiq Ailaiuiddin dain Aibduil Rohmain, “Impliemientaisi Pieniertibain Rieklaimie yaing Tidaik Bierizin
di KotaiBainduing”, Juirnail Bainduing Confieriencie Sieriies : Laiw Stuidiies, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm.
977.
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Adapun urgiensi dari piembientukan Pieraturan gubiernur miengienai

miekanismie piemboingkaran Rieklamie di Daierah Istimiewa Yoigyakarta yaitu,

dikarienakan banyaknya rieklamie tidak bierizin yang mierugikan piemierintah

daierah, pierlunya rieklamie untuk ditiertibkan, dan piemierintah daierah miemiliki

kiewienangan untuk mienjalankan urusan yang bierkaitan diengan hal ini

khususnya miengienai rieklamie untuk dilakukannya piembientukan Pieraturan

Gubiernur.

1. Rieklamie Tidak Bierizin yang Miengakibatkan Kierugian Piemierintah

Daierah Istimiewa Yoigyakarta.

Rieklamie tidak bierizin mierupakan masalah sierius yang miengakibatkan
kierugian finansial bagi piemierintah proivinsi Yoigyakarta. Data ini mienunjukkan
pieningkatan jumlah rieklamie tidak bierizin dari tahun kie tahun, yang
mienyiebabkan kierugian yang siemakin biesar bagi piemierintah daierah.

Noi Tahun Rieklamie tidak
bierizin

1 2021 196359

2 2022 325760

3 2023 357061

Tabiel 1. Timielinie dan jumlah kasus Rieklamie tidak bierizin

a. Kierugian Tidak Adanya Izin Miendirikan Bangunan (IMB)

59Sirojuil Khaifid, Sietiaip Hairi AidaiPienierbitain Rieklaimie liait di Jogjai, Suidaih 125 Tierjairing,
Hairiain Jogjai, tierdaipait dailaim
https://m.hairiainjogjai.com/jogjaipolitain/rieaid/2021/04/06/510/1068152/sietiaip-hairi-aidai-pieniertibain-
rieklaimie-liair-di-jogjai-suidaih-125-tierjairing. 06 Aipril 2021 Diaiksies paidaitainggail 12 Mairiet 2024

60 Aidmin Wairtai, Ciptaikain Kotai Yogyai yaing iEstietik diengain tiertib rieklaimie, Portail Bieritai
Piemierintaih Kotai Yogyaikairtai, tierdaipait dailaim https://wairtai.jogjaikotai.go.id/dietaiil/indiex/23846.
tainggail 28 Sieptiembier 2022, Diaiksies paidaitainggail 12 Mairiet 2024

61 Aidmin Wairtai, Piemkot YogyaiAintisipaisi Pielainggairain rieklaimie jielaing piemilui, Portail Bieritai
Piemierintaih Kotai Yogyaikairtai, tierdaipait dailaim https://wairtai.jogjaikotai.go.id/dietaiil/indiex/28348,
tainggail 26 juili 2023, Diaiksies paidaitainggail 12 Mairiet 2024

https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2021/04/06/510/1068152/setiap-hari-ada-penertiban-reklame-liar-di-jogja-sudah-125-terjaring
https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2021/04/06/510/1068152/setiap-hari-ada-penertiban-reklame-liar-di-jogja-sudah-125-terjaring
https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/23846
https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/28348
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Salah satu kierugian yang dialami piemierintah adalah kiehilangan

piendapatan yang sieharusnya dipieroilieh dari Izin Miendirikan Bangunan (IMB).

Sietiap tahun, siekitar Rp. 1.000.000 pier rieklamie tidak bierizin mienjadi bieban

bagi piemierintah proivinsi.62 Biaya ini sieharusnya dibayarkan oilieh piemilik

rieklamie kiepada piemierintah jika rieklamie tiersiebut bierizin. Namun, diengan tidak

adanya IMB, piemierintah kiehilangan sumbier piendapatan ini, yang sieharusnya

digunakan untuk piembangunan dan piengiembangan daierah.

b. Kierugian Tidak dibayarkannya Siewa Lahan
Sielain itu, biaya siewa lahan juga mienjadi salah satu kierugian yang

signifikan bagi piemierintah. Biaya siewa lahan pier tahun untuk satu rieklamie

bierukuran 2x2m miencapai Rp. 3.000.000. Rieklamie yang tidak bierizin tidak

miembayar biaya ini kiepada piemilik lahan atau kiepada piemierintah proivinsi.

Akibatnya, piemierintah kiehilangan piendapatan yang sieharusnya dipieroilieh dari

siewa lahan ini. Piendapatan yang hilang tiersiebut dapat digunakan untuk

bierbagai kiegiatan piembangunan infrastruktur dan layanan publik yang liebih

baik bagi masyarakat.63

c. Kierugian pada Pajak Asli Daierah
Pajak juga mierupakan sumbier piendapatan pienting bagi piemierintah

proivinsi Yoigyakarta. Namun, diengan adanya rieklamie tidak bierizin, piemierintah

kiehilangan poitiensi piendapatan pajak siebiesar 25% dari nilai piendirian rieklamie

sietiap tahunnya. Rieklamie yang tidak bierizin tidak mienyumbangkan pajak ini

62 Bierdaisairkain piengailaimain dairi pienuilis saiait miembuiait IMB rieklaimie di Dinais Pienainaimain
Modail dain Pielaiyainain TierpaiduiSaituiPintuiKotaiYogyaikairtai.

63 Waiwaincairaidiengain IbuiDitaiMienik siebaigaii mairkieting PT iEuiriekaiAidviertising.
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kiepada piemierintah, yang sieharusnya mienjadi sumbier piendapatan niegara.

Kierugian ini dapat bierdampak pada bierbagai proigram dan kiegiatan yang

diriencanakan oilieh piemierintah, siepierti proigram kiesiehatan, piendidikan, dan

piembangunan infrastruktur.

Diengan tidak adanya Pieraturan yang miengatur rieklamie yang tidak

bierizin, piemierintah proivinsi Yoigyakarta miengalami kierugian signifikan dalam

hal piendapatan yang sieharusnya dipieroilieh dari aktivitas rieklamie di wilayah

tiersiebut. Oilieh kariena itu, pierlu siegiera diambil tindakan miendiesak untuk

miengatasi masalah ini. Piembientukan Pieraturan gubiernur yang jielas dan tiegas

miengienai piemboingkaran rieklamie tidak bierizin mienjadi soilusi yang tiepat untuk

miengurangi kierugian yang dialami oilieh piemierintah daierah. Piembientukan

Pieraturan gubiernur untuk piemboingkaran rieklamie tidak bierizin akan

miembierikan biebierapa manfaat bagi piemierintah dan masyarakat, antara lain:

1) Miengurangi kierugian finansial yang dialami piemierintah kariena

rieklamie tidak bierizin.

2) Miendoiroing kiepatuhan tierhadap Pieraturan dan kietiertiban dalam

piemasangan rieklamie.

3) Miemastikan kiesielamatan dan kienyamanan masyarakat diengan

miengointroil jumlah dan loikasi rieklamie yang dipasang.

4) Miengoiptimalkan pienggunaan ruang publik dan iestietika koita diengan

miengatur pieniempatan rieklamie siecara tieriencana.

5) Mieningkatkan kiepiercayaan masyarakat tierhadap piemierintah dalam

mienjalankan tugasnya untuk mielindungi kiepientingan umum.
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Rieklamie tidak bierizin tielah mienyiebabkan kierugian finansial yang

signifikan bagi piemierintah proivinsi Yoigyakarta. Oilieh kariena itu, langkah-

langkah yang koinkriet dan tiegas pierlu diambil untuk miengatasi masalah ini.

Piembientukan Pieraturan gubiernur untuk piemboingkaran rieklamie tidak bierizin

mienjadi langkah miendiesak yang pierlu dilakukan untuk mielindungi

kiepientingan piemierintah dan masyarakat sierta miemastikan piengieloilaan wilayah

yang liebih baik di masa diepan.

2. Pieniertiban Rieklamie Tidak Bierizin

Diemi tierwujudnya kietiertiban sierta kietieraturan bagi masyarakat di

wilayah DIY, Piemierintah Proivinsi DIY miembientuk siebuah Pieraturan daierah

diengan piertimbangan bahwasanya Proivinsi DIY miemiliki tata nilai budaya

yang luhur dan pierlu diliestarikan sierta dikiembangkan siebagai landasan untuk

miewujudkan kiehidupan masyarakat yang tieratur dan tientieram. Pieraturan

tiersiebut dibientuk siebagaimana Pieraturan Daierah Istimiewa Yoigyakarta Noimoir

2 Tahun 2017 tientang Kietientieraman, Kietiertiban Umum dan Pierlindungan

Masyarakat.

Tindakan pieniertiban rieklamie oilieh aparat dituangkan kie dalam

Pieraturan tiersiebut siebagaimana dijielaskan dalam Pasal 1 angka 11 siebagai

bierikut :

“Pieniertiban adalah tindakan pieniegakan Pieraturan yang biersifat
tindakan riepriesif noin yustisial yang dilakukan oilieh Poilisi Pamoing Praja
tierhadap anggoita masyarakat yang mielanggar kietientuan Pieraturan Daierah atau
kietiertiban umum.”
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Piengaturan miengienai larangan pienyielienggaraan rieklamie diatur juga di

dalam Pieraturan tiersiebut di dalam Pasal 9 yang bierbunyi :

a. Sietiap oirang dilarang mienghambat dan/atau mienutup fungsi ruang

milik jalan diengan :

1) mieniempatkan barang;

2) mienggielar lapak dagangan atau siejienisnya;

3) miendirikan warung tienda, warung siemi piermanien, atau siejienisnya;

4) miemarkir kiendaraan biermoitoir;

5) miengadakan acara sieriemoinial untuk kiepientingan pribadi;

6) miemasang miedia infoirmasi dan/atau iklan;

7) miendirikan bangunan tanpa izin dari piejabat yang bierwienang.

8) Pielanggaran tierhadap larangan siebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikienai sanksi administrasi bierupa :

9) tieguran lisan;

10) tieguran tiertulis; dan/atau

11) pienghientian siemientara.

Pienindakan tierhadap pienyielienggaraan rieklamie yang tidak siesuai izin

mierupakan ranah kiewienangan dari Satuan Poilisi Pamoing Praja (Satpoil PP)

baik di tingkatan Proivinsi dan/atau Kabupatien/Koita di wilayah DIY. Satpoil PP

dibierikan kiewienangan untuk mielakukan pieniertiban siebagaimana Pasal 35

Pieraturan tiersiebut yaitu :

a. Satpoil PP mielakukan tindakan pieniertiban tierhadap gangguan

kietiertiban umum.
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b. Tindakan pieniertiban siebagaimana dimaksud pada ayat (1) mieliputi

pieniertiban tierhadap pielaku pielanggaran Pieraturan Daierah atau

Pieraturan Gubiernur.

Satpoil PP dalam mielakukan tindakan pieniertiban harus bierdasarkan

syarat-syarat tiertientu siebagaimana yang diatur di dalam Pasal 36 Pieraturan

tiersiebut, yakni :

a. Tindakan pieniertiban siebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

dilaksanakan bierdasarkan :

1) lapoiran masyarakat;

2) hasil piengawasan Satpoil PP; dan/atau

3) lapoiran oirganisasi pierangkat daierah tierkait siesuai diengan kietientuan

Pieraturan pierundang-undangan.

b. Dalam hal pieniertiban siebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tierjadi

suatu kieadaan yang miengancam kiesielamatan jiwa manusia,

Piemierintah Daierah dapat miengambil siegala tindakan yang dipandang

pierlu diengan tietap miempierhatikan kietientuan Pieraturan pierundang-

udnangan.

c. Tindakan pieniertiban siebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan

diengan cara :

1) miembierikan pieringatan siecara lisan/tiertulis kiepada pielanggar

kietientuan Pieraturan Daierah dan Pieraturan Gubiernur dan

miengumumkan kie publik;
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2) mienieruskan kie proisies litigasi yang mienjadi wiewienang PPNS

siesuai kietientuan Pieraturan pierundang-undangan;

3) mienyimpan dan miengamankan barang bukti bierupa bienda dan/atau

barang hasil pieniertiban.

Pada tahun 2018, Satpoil PP Proivinsi DIY tielah mielakukan pieniertiban

dan ditiemukan adanya 1.007 papan rieklamie dan balihoi yang tidak miemiliki

izin di siepanjang Jalan Soiloi, Banguntapan dan Bierbah. Satpoil PP DIY

mielakukan pieniertiban mierupakan tindak lanjut atas tiemuan rieklamie tidak

miemiliki izin dari Dinas Piekierjaan Umum dan iEniergi Sumbier Daya Minieral

DIY di 97 ruas jalan proivinsi.64

Mienurut kietierangan Kiepala Satpoil PP DIY yakni Drs. Noiviar Rahmad,

M.Si., mienjielaskan bahwasanya payung hukum pieniertiban rieklamie miengacu

pada Pierda DIY Noimoir 2 Tahun 2017 tientang Kietientieraman, Kietiertiban

Umum dan Pierlindungan Masyarakat sierta Pierda DIY Noimoir 6 Tahun 2017

tientang Pienggunaan dan Piemanfaatan Bagian-bagian Jalan Proivinsi sierta

riekoimiendasi Diewan Pierwakilan Rakyat Daierah (DPRD) Proivinsi DIY pierihal

hasil piengawasan atas pielaksanaan Pierda DIY Noimoir 2 Tahun 2017.65

Pieniertiban yang dilakukan oilieh Satpoil PP DIY tiersiebut juga miengacu

pada Pierda DIY Noimoir 6 Tahun 2017 tientang Pienggunaan dan Piemanfaatan

Bagian-Bagian Jalan Proivinsi. Mienindaklanjuti Pieraturan tiersiebut dibientuk

64 Huimais DIY, Saitpol PP DIY Painggil Piemilik Rieklaimie taik bierizin, Piemierintaih Daiieraih
Daiieraih IstimiewaiYogyaikairtai, tierdaipait dailaim https://jogjaiprov.go.id/bieritai/paisaing-rieklaimie-di-diy-
hairuis-kaintongi-izin, tainggail 16 juili 2018, Diaiksies paidaitainggail 10 Jainuiairi 2024.

65 Ibid.

https://jogjaprov.go.id/berita/pasang-reklame-di-diy-harus-kantongi-izin
https://jogjaprov.go.id/berita/pasang-reklame-di-diy-harus-kantongi-izin
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suatu kieputusan gubiernur, untuk mienietapkan ruas jalan yang mienurut

statusnya siebagai jalan proivinsi. Hal tiersiebut diatur di dalam Kieputusan

Gubiernur Daierah Istimiewa Yoigyakarta Noimoir 41/KiEP/2023 tientang

Pienietapan Ruas Jalan Mienurut Statusnya Siebagai Jalan Proivinsi. Bierikut ruas

jalan yang ditietapkan siebagai jalan proivinsi siebagaimana kieputusan tiersiebut :

Noi. Noimoir
Ruas Nama Ruas

Panjang
Ruas
(KM)

KABUPATiEN BANTUL 152,685

1. 001 YOiGYAKARTA – BAKULAN
(PARANGTRITIS)

8,350

2. 002 YOiGYAKARTA – BAROiNGAN 9,800

3. 003 BAROiNGAN – BIBAL 9,800

4. 004 SiEDAYU – PANDAK 15,200

5. 005
11

PALBAPANG – SRANDAKAN 10,400

6. 006 PALBAPANG - SAMAS 12,000

7. 007 PALBAPANG – SIMPANG KWiEDiEN 2,650

8. 008 BAKULAN – BAROiNGAN 3,175

9. 009 DAWUNG – MAKAM IMOiGIRI 1,600

10. 010 SAMPAKAN – SINGOiSARiEN 15,000

11. 011 IMOiGIRI – DOiDOiGAN 15,000

12. 012 PATUK - TiEROiNG 6,000

13. 013 TiEROiNG-DLINGOi 6,400

14. 014 SILUK – KRiETiEK 10,500

15. 015 SRANDAKAN – POiNCOiSARI – 6,500
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PANDANISMOi

16. 016 POiNCOiSARI – KRiETiEK 12,880

17. 021 GiEDOiNGKUNING – WOiNOiCATUR 1,200

18. 098 BANTUL – PANDAK 5,000

19. 099 YOiGYAKARTA – DOiNGKiELAN 0,200

20. 100 NGABLAK – BAWURAN 1,030

KABUPATiEN KULO iN PROiGOi 154,440

1. 022 MILIR – DAYAKAN 3,600

2. 023 DAYAKAN – PiENGASIH 0,860

3. 024 SiENTOiLOi – PiENGASIH 8,210

4. 025 PiENGASIH – SiERMOi 5,600

5. 026 SiERMOi - KLiEPU 2,270

6. 027 KiEBOiNAGUNG 1 – NANGGULAN 0,800

7. 028 NANGGULAN – TiEGALSARI 11,750

8. 029 TiEGALSARI – KLiEPU 19,950

9. 030 KLiEPU – SILUWOiK 8,160

10. 031 KiEBOiNAGUNG 2 – DiEKSOi 0,850

11. 032 DiEKSOi – SAMIGALUH – PAGiERHARJOi 17,690

12. 033 SiENTOiLOi – NANGGULAN 9,750

13. 034 NANGGULAN – DiEKSOi 5,370

14. 035 DiEKSOi – KLANGOiN 11,380

15. 036 SiENTOiLOi – BROiSOiT 16,850

16. 037 BROiSOiT – TOiYAN 15,000

17. 038 KARANGNOiNGKOi – NAGUNG 3,450

18. 039 NAGUNG – CICIKAN 4,800

19. 040 DiEMiEN – GLAGAH 2,650

20. 043 NGRiEMANG – BROiSOiT 4,850
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21. 044 SINDUTAN – COiNGOiT 0,600

KABUPATiEN GUNUNGKIDUL 244,905

045 GADING – PLAYiEN 2,830

046 PLAYiEN – GLiEDAG 3,990

047 PLAYiEN – PALIYAN 8,920

048 PALIYAN – SAPTOiSARI 5,300

049 LiEGUNDI – PANGGANG 3,000

050 BIBAL – PANGGANG 5,800

051 PANGGANG – GIRIJATI 11,325

052 DOiDOiGAN – PLAYiEN 7,510

053 WOiNOiSARI – MULO i 5,900

054 MULOi – TiEPUS 15,520

055 MULOi – BAROiN 14,290

056 WOiNOiSARI – KARANGMOiJOi 7,000

057 KARANGMOiJOi – SiEMIN 14,030

058 KARANGMOiJOi – POiNJOiNG 5,000

059 POiNJOiNG – TAMBAKROiMOi 9,500

060 SiEMIN – BULU 8,410

061 SiEMIN – BLIMBING 5,680

062 PANDANAN – CANDIRiEJOi 3,470

063 WOiNOiSARI – NGLIPAR 7,690

064 SAMBIPITU – NGLIPAR 10,300

065 NGLIPAR – SiEMIN 19,400

066 NGALANG – HARGOiMULYOi 7,700

067 HARGOiMULYOi – WATUGAJAH 3,700

068 JiEPITU – WiEDIO iMBOi 5,700

070 JiERUKWUDiEL – SADiENG 7,900
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071
11

NGiELOi – PANTAI SIUNG 5,850

073
11

BATAS BANTUL – GIRIJATI 2,510

080
11

RiEJOiSARI – BAROiN 0,790

081
11

BAROiN – PULANG SAWAL 10,300

081
12

TiEPUS – KANIGO iROi 2,200

082 BiEDOiYOi – PRACIMANTO iROi 1,900

102 GAYAMHARJOi – TAWANG 1,800

103 TAWANG – NGALANG 9,600

104 NGALANG – GADING 4,090

105 GADING - KARANGTiENGAH 6,000

KABUPATiEN SLiEMAN 122,555

083 YOiGYAKARTA – PULOiWATU 10,748

084
11

YOiGYAKARTA – PAKiEM 11,250

084
12

PAKiEM – KALIURANG 9,300

085
11

YOiGYAKARTA – DiEMAKIJOi 2,200

085
12

DiEMAKIJOi – KiEBOiNAGUNG 1 15,175

086 PRAMBANAN – PIYUNGAN 10,300

087 KLANGOiN – TiEMPiEL 21,749

088
11

JOiMBOiR – CiEBOiNGAN 4,480

089 CiEBOiNGAN – SiEYiEGAN 3,000

090 SiEYiEGAN – BALANGAN 5,000
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Tabiel 1.1. Tabiel ruas jalan yang ditietapkan siebagai jalan proivinsi

Pienyielienggaraan rieklamie dikienal di dalam Pierda DIY Noimoir 6 Tahun

2017 tientang Piengggunaan dan Piemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Proivinsi

siebagai iklan dan miedia infoirmasi. Bierdasarkan Pasal 1 angka 11 mienjielaskan

bahwa iklan adalah miedia dalam bientuk apapun yang digunakan proidusien

untuk miempierkienalkan suatu proiduk kie khalayak umum, siedangkan miedia

infoirmasi bierdasarkan Pasal 1 angka 12 adalah miedia dalam bientuk apapun

yang tidak biersifat koimiersial.

Apabila suatu badan usaha atau pieroirangan ingin miemasang rieklamie di

ruas jalan proivinsi yang tielah ditietapkan oilieh Kieputusan Gubiernur Noimoir

41/KiEP/2023 tientang Pienietapan Ruas Jalan Mienurut Statusnya Siebagai Jalan

Proivinsi harus miengantoingi izin dari Piemierintah Proivinsi DIY. Hal tiersiebut

siebagaimana diatur di dalam Pasal 30 Pierda DIY Noimoir 6 Tahun 2017 tientang

Pienggunaan dan Piemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Proivinsi siebagai bierikut :

091 BALANGAN – KiEBOiNAGUNG 2 6,303

092 TANGISAN – BLABURAN 0,900

093 DiENGGUNG – WOiNOiRiEJOi 2,500

094 WOiNOiRiEJOi – TAMBAKAN 2,000

095 BiESI – JANGKANG 3,700

096 JANGKANG – KOiROiULO iN 2,300

097 KOiROiULOiN – JOiHOiLANANG 1,900

101 PRAMBANAN – GAYAMHARJOi 9,750

TOiTAL PANJANG RUAS 674,585
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a. Sietiap Oirang yang miemanfaatkan Ruang Manfaat Jalan atau Ruang

Milik Jalan wajib miemiliki izin.

b. Izin siebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibierikan oilieh Gubiernur

mielalui pierangkat daierah yang mienyielienggarakan urusan

piemierintahan di bidang pierizinan.

c. Kietientuan liebih lanjut miengienai tata cara pierizinan siebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Pieraturan Gubiernur siesuai

diengan Pieraturan pierundang-undangan yang bierlaku.

Piemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sielain

pieruntukannya wajib miendapatkan izin dari pienyielienggara jalan siesuai diengan

kiewienangannya. Izin piemanfaatan ruang piengawasan jalan dikieluarkan oilieh

instansi piemierintah daierah siesuai diengan kiewienangannya sietielah miempieroilieh

riekoimiendasi dari pienyielienggara jalan siebagaimana yang tielah diatur.66

Pieraturan Daierah Istimiewa Yoigyakarta Noimoir 6 Tahun 2017 tientang

Pienggunaan dan Piemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Proivinsi mierupakan

implikasi dari Pieraturan Mientieri Piekierjaan Umum Noimoir : 20/PRT/M/2010

tientang Piedoiman Piemanfaatan dan Pienggunaan Bagian-bagian Jalan.

Bierdasarkan Pasal 5 Pieraturan tiersiebut mienjielaskan bahwasanya gubiernur

bierwienang sielaku pienyielienggara jalan proivinsi dalam piembierian izin,

dispiensasi, dan riekoimiendasi untuk piemanfaatan dan pienggunaan bagian-

bagian jalan proivinsi dilaksanakan oilieh piejabat yang ditunjuk.

66 Dyaih KuisuimaiDiewi, “Ainailisis Izin Piemainfaiaitain Baigiain-Baigiain Jailain Naisionail di Bailaii
Biesair Pielaiksainaiain Jailain Naisionail VIII”, Tiesis Diepairtiemien Tieknik Sipil, Instituit Tieknologi
Siepuiluih Noviembier, Suiraibaiyai, 2020, hlm. 17
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Proisiedur untuk miengajukan izin pienggunaan dan piemanfaatan bagian-

bagian jalan proivinsi siebagaimana diatur di dalam Pasal 33 bierikut:

a. Piemoihoin izin mienyampaikan piermoihoinan tiertulis kiepada Gubiernur.

b. Piermoihoinan izin siebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

diliengkapi diengan piersyaratan:

1) administrasi; dan

2) tieknis.

c. Piersyaratan administrasi siebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

paling siedikit miencakup:

1) surat piermoihoinan yang bierisi data/idientitas piemoihoin; dan

2) surat piernyataan biertanggung jawab atas kiewajiban miemielihara

dan mienjaga bangunan dan Jaringan

Utilitas/Iklan/MiediaInfoirmasi/Bangunan-bangunan/Bangunan

Giedung untuk kiesielamatan umum dan mienanggung siegala risikoi

atas siegala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kierusakan yang

tierjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/dipasang pada

Bagian-bagian Jalan yang dimoihoin.

d. Piersyaratan tieknis siebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

miencakup:

1) loikasi;

2) riencana tieknis; dan

3) jadwal waktu pielaksanaan.
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Pasal 31 mienjielaskan liebih lanjut miengienai zoinasi piemanfaatan bagian-

bagian jalan proivinsi siebagai bierikut:

a. Izin yang dibierikan oilieh Gubiernur siebagaimana yang dimaksud dalam

Pasal 30 ayat (2) bierdasarkan zoinasi Piemanfaatan Bagian-bagian

Jalan Proivinsi.

b. Zoinasi Piemanfaatan Bagian-bagian Jalan Proivinsi siebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditientukan bierdasarkan:

1) nilai iekoinoimis wilayah Daierah;

2) faktoir kieamanan; dan

3) faktoir kieliengkapan Bagian-bagian Jalan.

Kietientuan liebih lanjut miengienai zoinasi Piemanfaatan Bagian-bagian

Jalan Proivinsi siebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Pieraturan

Gubiernur siesuai diengan Pieraturan pierundang-undangan yang bierlaku.

Kietientuan miengienai spiesifikasi rieklamie (iklan dan miedia infoirmasi)

diatur siecara spiesifik di dalam Pasal 45 Pieraturan tiersiebut yang mienjabarkan

siebagai bierikut:

a. Bientuk Iklan dan Miedia Infoirmasi siebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34 huruf c dilarang mienyierupai rambu-rambu lalu lintas.

b. Bahan bangunan Iklan dan Miedia Infoirmasi harus mienggunakan

bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat.
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c. Bangunan Iklan dan Miedia Infoirmasi dapat mienggunakan lampu

diengan intiensitas dan pantulan Cahaya lampu tidak mienyilaukan

piengguna Jalan.

d. Bientuk huruf, simboil, dan warna Iklan dan Miedia Infoirmasi tidak

boilieh sama atau mienyierupai bientuk huruf, simboil, dan warna rambu-

rambu lalu lintas.

e. Koinstruksi bangunan Iklan dan Miedia Infoirmasi tidak boilieh

miembahayakan piengguna Jalan dan koinstruksi Jalan.

f. Bangunan Iklan dan Miedia Infoirmasi siebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mienggunakan gaya arsitiektur bangunan yang bierciri khas

Daierah Istimiewa Yoigyakarta.

Piemasangan rieklamie (iklan dan miedia infoirmasi) harus siesuai diengan

standar kietientuan yang bierlaku dan miempierhatikan siegi kieamanan dan

kiesielamatannya. Adapun hal tiersiebut diatur dalam Pasal 46 Pieraturan tiersiebut

siebagai bierikut:

a. Untuk mienjamin kieamanan dan kiesielamatan piengguna Jalan,

koinstruksi bangunan Iklan dan Miedia Infoirmasi dan instalasi listrik

pada Iklan dan Miedia Infoirmasi harus miemienuhi Pieraturan tieknis

yang mieliputi Pieraturan miengienai:

1) piembiebanan bangunan;

2) pieriencanaan bangunan baja;

3) bahan bangunan;

4) pieriencanaan bangunan bietoin; dan
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5) instalasi Listrik.

6) Iklan dan Miedia Infoirmasi pada jaringan Jalan di dalam kawasan

pierkoitaan dapat ditiempatkan di dalam Ruang Manfaat Jalan diengan

kietientuan siebagai bierikut:

a) ditiempatkan di luar bahu Jalan atau troitoiar diengan jarak paling

riendah 1 (satu) mietier dari tiepi paling luar bahu Jalan atau troitoiar;

b) dalam hal tidak tierdapat ruang di luar bahu Jalan, troitoiar, atau

jalur lalu lintas, Iklan dan Miedia Infoirmasi siebagaimana

dimaksud pada huruf a dapat ditiempatkan di sisi tierluar Ruang

Milik Jalan.

c) Iklan dan Miedia Infoirmasi pada jaringan Jalan di luar kawasan

pierkoitaan dapat ditiempatkan di dalam Ruang Milik Jalan pada

sisi tierluar.

d) Iklan dan Miedia Infoirmasi di atas Ruang Manfaat Jalan harus

dilietakkan pada kietinggian paling riendah 5 (lima) mietier dari

piermukaan Jalan tiertinggi.

Siecara kiesieluruhan Piemierintah Daierah Proivinsi DIY tielah miengatur

siediemikian rupa untuk pienyielienggaraan rieklamie pada bagian jalan proivinsi

DIY. Piemierintah Daierah Proivinsi DIY miembientuk sanksi Pierda Pierda DIY

Noimoir 6 Tahun 2017 tientang Pienggunaan dan Piemanfaatan Bagian-Bagian

Jalan Proivinsi kie dalam 2 (dua) bientuk, yakni sanksi administratif dan sanksi

pidana. Sanksi administratif dibierlakukan tierhadap pielanggaran atas Pasal 41
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ayat (1), Pasal 43, atau Pasal 47. Bientuk sanksi administratif diatur dalam Pasal

59 ayat (2) yakni bierupa tieguran tiertulis, dienda, dan/atau piemboingkaran.

Sanksi pidana juga dapat dijatuhkan kiepada siesieoirang bierdasarkan

proisies yang dilaksanakan oilieh Pienyidik Piegawai Niegieri Sipil di lingkungan

Piemierintah Daierah Proivinsi DIY siebagaimana Pasal 71 Pierda DIY Noimoir 6

Tahun 2017 tientang Pienggunaan dan Piemanfaatan Bagian-Bagian Jalan

Proivinsi. Kietientuan pidana diatur siediemikian rupa di dalam Pasal 73 Pierda

DIY Noimoir 6 Tahun 2017 tientang Pienggunaan dan Piemanfaatan Bagian-

Bagian Jalan Proivinsi siebagai bierikut:67

a. Sietiap Oirang yang mienggunakan Ruang Manfaat Jalan yang

miemierlukan pierlakuan khusus tierhadap koinstruksi jalan dan jiembatan

tidak miemiliki dispiensasi siebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat

(1) dipidana diengan pidana kurungan paling lama 6 (ienam) bulan atau

pidana dienda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah).

b. Sietiap Oirang yang miemanfaatkan Ruang Manfaat Jalan atau Ruang

Milik Jalan tanpa izin siebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)

dipidana diengan pidana kurungan paling lama 6 (ienam) bulan atau

pidana dienda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah).

67 Paisail 73 PierdaiDIY Nomor 6 Taihuin 2017 tientaing Piengguinaiain dain Piemainfaiaitain Baigiain-
Baigiain Jailain Provinsi
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c. Sietiap Oirang yang miemanfaatkan Bagian-bagian Jalan yang tidak

siesuai diengan izin yang dibierikan siebagaimana dimaksud dalam Pasal

32 dipidana diengan pidana kurungan paling lama 6 (ienam) bulan atau

pidana dienda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah).

d. Sietiap piemilik dispiensasi, riekoimiendasi, dan izin yang tidak

miembierikan ganti rugi tierhadap pihak yang dirugikan akibat

pielaksanaan dispiensasi, riekoimiendasi, dan izin yang tielah dibierikan

siebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dipidana diengan pidana

kurungan paling lama 6 (ienam) bulan atau pidana dienda paling

banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

e. Tindak pidana siebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),

dan ayat (4) adalah pielanggaran.

Siecara kiesieluruhan dapat dipahami bahwasanya pienyielienggaraan

rieklamie yang tierdapat di ruas jalan Proivinsi DIY siepienuhnya mierupakan

kiewienangan Gubiernur Proivinsi DIY. Miekanismie pienierbitan izin sierta

pieniertiban iklan dan miedia infoirmasi diatur bierdasarkan Pierda DIY Noimoir 6

Tahun 2017 tientang Pienggunaan dan Piemanfaatan Bagian-Bagian Jalan

Proivinsi dan Pierda DIY Noimoir 2 Tahun 2017 tientang Kietientieraman,

Kietiertiban Umum dan Pierlindungan Masyarakat.
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3. Kiewienangan Piemierintah Daierah dalam Riegulasi Rieklamie

Piemierintah Daierah miemiliki kiewienangan yang luas dalam miengatur

siegala urusan tierkait pierizinan dan riegulasi rieklamie di wilayahnya, tierutama

dalam aspiek tata ruang dan lingkungan hidup yang mierupakan tanggung jawab

utama Piemda.68 Siebagai Institusi yang biertanggung jawab atas piengieloilaan dan

piengaturan tata ruang di Daierah Istimiewa Yoigyakarta, Piemda miemiegang

pieranan krusial dalam miemastikan tierjaganya kietieraturan dan kieamanan

lingkungan, tiermasuk piengieloilaan piemasangan rieklamie.

Kiewienangan Piemda miencakup piengawasan tierhadap proisies pierizinan

piendirian rieklamie, pienientuan loikasi yang tiepat, sierta pienietapan Pieraturan

tientang ukuran, diesain, dan jumlah rieklamie yang dipierboiliehkan di suatu

wilayah.69 Sielain itu, Piemda juga miemiliki kiekuasaan untuk mienietapkan

sanksi dan miekanismie piemboingkaran rieklamie yang tidak miematuhi kietientuan

yang bierlaku.70

a. Piengawasan Proisies Pierizinan

Proisies pierizinan piendirian rieklamie mierupakan tahap awal yang sangat

pienting dalam piengaturan rieklamie di suatu wilayah. Piemierintah Daierah,

mielalui liembaga tierkait, mielakukan piengawasan yang kietat tierhadap proisies

pierizinan ini untuk miemastikan bahwa sietiap rieklamie yang didirikan tielah

68 Paisail 15 dailaim Uindaing-Uindaing Riepuiblik Indoniesiai Nomor 6 Taihuin 2023 Tientaing
Pienietaipain Pieraituirain Piemierintaih Pienggainti Uindaing-Uindaing Nomor 2 Taihuin 2022 Tientaing Ciptai
KierjaiMienjaidi Uindaing-Uindaing.

69 Paisail 5 dailaim Pieraituirain Daiieraih KotaiYogyaikairtaiNomor 6 Taihuin 2022 Tientaing Rieklaimie.
70 Paisail 19 dailaim Pieraituirain Daiieraih Kotai Yogyaikairtai Nomor 6 Taihuin 2022 Tientaing

Rieklaimie.
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miemienuhi piersyaratan yang ditietapkan71. Piersyaratan tiersiebut mungkin

mieliputi piersietujuan dari piemilik lahan, kiesiesuaian diengan tata ruang yang

tielah ditietapkan, dan miematuhi kietientuan tieknis tierkait diengan ukuran dan

diesain rieklamie.

b. Pienientuan Loikasi dan Pienietapan Aturan

Sielain miemastikan bahwa proisies pierizinan bierjalan diengan baik,

Piemierintah Daierah juga miemiliki pieran dalam mienientukan loikasi yang siesuai

untuk piemasangan rieklamie. Pienietapan loikasi ini harus miempiertimbangkan

bierbagai faktoir, siepierti kiesiesuaian diengan lingkungan siekitar, kiepadatan lalu

lintas, dan kieamanan. Sielain itu, Piemda juga biertanggung jawab untuk

mienietapkan aturan tierkait ukuran, diesain, dan jumlah rieklamie yang

dipierboiliehkan di suatu wilayah.72 Hal ini biertujuan untuk mienjaga iestietika

lingkungan, mienciegah tumpang tindih antar rieklamie, dan mienghindari

gangguan tierhadap aktivitas masyarakat.

c. Pienietapan Sanksi dan Miekanismie Piemboingkaran

Wiewienang Piemierintah Daierah tidak hanya tierbatas pada proisies

pierizinan dan pienietapan aturan, tietapi juga miencakup pieniegakan hukum

tierhadap pielanggaran yang tierjadi. Piemda miemiliki kiekuasaan untuk

mienietapkan sanksi bagi piemilik rieklamie yang mielanggar kietientuan yang tielah

ditietapkan. Sanksi tiersiebut mungkin bierupa dienda, piencabutan izin, atau

71 Paisail 11 dailaim Pieraituirain Daiieraih Kotai Yogyaikairtai Nomor 6 Taihuin 2022 Tientaing
Rieklaimie.

72 Paisail 6 dailaim Pieraituirain Daiieraih KotaiYogyaikairtaiNomor 6 Taihuin 2022 Tientaing Rieklaimie.
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bahkan piemboingkaran rieklamie yang tidak siesuai diengan riegulasi.

Piembientukan miekanismie piemboingkaran rieklamie mierupakan langkah tiegas

yang diambil oilieh Piemda untuk miemastikan kiepatuhan tierhadap aturan yang

bierlaku dan miembierikan iefiek jiera kiepada pielanggar.

Dari analisis yang tielah pienulis paparkan diatas, maka piembientukan

Pieraturan Gubiernur yang miengatur tientang piemboingkaran rieklamie di Daierah

Istimiewa Yoigyakarta miemang Urgien untuk di lakukan kariena piembientukan

Pieraturan Gubiernur yang miengatur miekanismie piemboingkaran rieklamie

mienjadi siemakin miendiesak miengingat koindisi aktual yang tierjadi. Banyaknya

rieklamie yang didirikan tanpa izin mierugikan tidak hanya Piemda, tietapi juga

masyarakat siecara umum. Kierugian yang ditimbulkan mieliputi hilangnya

poitiensi piendapatan dari pierizinan dan pajak rieklamie, gangguan tierhadap

iestietika lingkungan, sierta risikoi kiesielamatan akibat piemasangan rieklamie yang

tidak siesuai standar.

Pieraturan Gubiernur akan miembierikan landasan hukum yang kuat bagi

Piemda dalam mieniegakkan kietieraturan dan miemastikan kiepatuhan tierhadap

aturan yang tielah ditietapkan. Diengan adanya Pieraturan ini, Piemda akan liebih

iefiektif dalam mienangani pielanggaran rieklamie, baik mielalui tindakan

pienciegahan maupun pienindakan tierhadap pielanggar. Sielain itu, Pieraturan

tiersiebut juga akan miembierikan kiejielasan bagi masyarakat dan piemilik rieklamie

tientang koinsiekuiensi hukum yang akan mierieka hadapi jika mielanggar

kietientuan yang bierlaku.



83

Bierdasarkan wawancara Pienieliti diengan Annisa Ratih Kumalasari, S.H.,

M.H., sielaku Analis Pieraturan Pierundang-undangan dan Rancangan Pieraturan

Pierundang-undangan pada Biroi Hukum Piemierintah Proivinsi DIY mienjielaskan

bahwa Saat ini Piemierintah Proivinsi DIY tidak siecara khusus mienyusun

Rancangan Pieraturan Gubiernur (Rapiergub) miengienai miekanismie piemboingkaran

rieklamie, namun yang mienjadi foikus dari piemierintah proivinsi adalah miembientuk

Rapiergub miengienai tata cara pierizinan piemanfaatan bagian-bagian jalan proivinsi

yang salah satu substansinya miengatur miengienai tata cara pierizinan dan siewa

piemanfaatan ruang milik jalan tierkait iklan dan miedia infoirmasi.73

Rapiergub tiersiebut miengatur bahwa pierintah piemboingkaran iklan dan/atau

miedia infoirmasi dilakukan kietika izin tielah habis masa bielakunya dan

piemboingkaran tiersiebut diatur siecara spiesifik dalam pierjanjian siewa lahan yang

digunakan untuk piemasangan rieklamie.74 Rapiergub tiersiebut akan miengatur hal-hal

siebagai bierikut:75

a. Piemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan

1) Bangunan dan Jaringan Utilitas;

2) Bangunan-bangunan;

3) Iklan dan Miedia Infoirmasi; dan

4) Bangunan Giedung.

73 Waiwaincairaidiengain AinnisaiKuimailaisairi, S.H., M.H., sielaikuiAinailis Pieraituirain Pieruindaing-
uindaingain dain Raincaingain Pieraituirain Pieruindaing-uindaingain paidaiBiro Huikuim Piemierintaih Provinsi
DIY tainggail 23 Noviembier 2023

74 ibid.
75 ibid.
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a) Sietiap Oirang yang akan mienyiewa Piemanfaatan Ruang Manfaat

Jalan dan Ruang Milik Jalan wajib miengajukan piermoihoinan

siecara tiertulis kiepada Gubiernur mielalui Pierangkat Daierah yang

miengurusi pierizinan.

b) Pienyiewaan dimaksud dituangkan dalam Pierjanjian Siewa di

mana dalam Pierjanjian Siewa tiersiebut salah satunya miemuat

hak dan kiewajiban para pihak.

c) Dalam Pierjanjian Siewa dimaksud, kiewajiban Pienyiewa salah

satunya adalah mielakukan piemboingkaran piemanfaatan pada

oibjiek pierjanjian apabila pierjanjian batal atau bierakhir.

Piengaturan tiersiebut di atas dimaksudkan agar jika jangka waktu siewa tielah

bierakhir (siecara oitoimatis izinnya juga bierakhir), maka Pienyiewa bierkiewajiban

untuk mielakukan piemboingkaran atas iklan dan/atau miedia infoirmasi tiersiebut.

Apabila pierjanjian batal atau bierakhir, namun Pienyiewa tidak mielaksanakan

kiewajibannya, maka Piemierintah Proivinsi DIY dapat mielakukan piemboingkaran

oibjiek pierjanjian tiersiebut diengan biaya dibiebankan kiepada Pienyiewa manfaat.76

Piemierintah Proivinsi DIY masih bielum mielihat bahwa hal tiersiebut mienjadi

prioiritas utama untuk disahkan siebagai Pieraturan Gubiernur. Piengaturan miengienai

piengaturan rieklamie tidak masuk kie dalam skala prioiritas, siehingga tierjadi

iniefisiiensi pienindakan rieklamie yang tidak miemiliki izin di ruas jalan proivinsi.

Bierdasarkan kietierangan Annisa Ratih Kumalasari, S.H., M.H., sielaku

Analis Pieraturan Pierundang-undangan dan Rancangan Pieraturan Pierundang-

76 Waiwaincairaidiengain AinnisaiKuimailaisairi, S.H., M.H., sielaikuiAinailis Pieraituirain Pieruindaing-
uindaingain dain Raincaingain Pieraituirain Pieruindaing-uindaingain paidaiBiro Huikuim Piemierintaih Provinsi
DIY tainggail 23 Noviembier 2023
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undangan pada Biroi Hukum Piemierintah Proivinsi DIY mienjielaskan masih

tierdapat kiekurangan dalam piengkajian pieraturan tiersiebut. Hal tiersiebut yang

mienyiebabkan hingga saat ini Rapiergub tidak kunjung disahkan.77

Piembientukan pieraturan gubiernur tierhadap piermasalahan tiersiebut sangat

dibutuhkan mielihat poitiensi piendapatan daierah atas pienyielienggaraan rieklamie.

Piemanfaatan ruang milik jalan di ruas jalan proivinsi tientunya bierkaitan diengan

PAD siebagaimana yang ditientukan di dalam Undang-Undang Noimoir 23 Tahun

2014 tientang Piemierintahan Daierah.

Tientunya piengaturan siecara spiesifik miengienai piemanfaatan ruang milik

jalan pada ruas jalan proivinsi di wilayah DIY mienjadi pienting mielihat poitiensi

pienierimaan daierah yang biegitu biesar. Sielain itu juga pieraturan gubiernur

dipierlukan agar tierjadinya kiepastian hukum dan kietiertiban agar pienyielienggaraan

rieklamie tidak mierusak iestietika wilayah DIY yang biersandar pada adat dan

budaya tradisioinal sierta mielindungi masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan

atas pienyielienggaraan rieklamie.

Sielain mielakukan wawancara diengan Ibu Annisa Kumalasari, S.H., M.H.,

sielaku Analis Pieraturan Pierundang-undangan dan Rancangan Pieraturan

Pierundang-undangan pada Biroi Hukum Piemierintah Proivinsi DIY pada tanggal 23

Noiviembier 2023 lalu, pienieliti juga mielakukan piengkajian diengan miembandingkan

Pieraturan yang sudah ada miembahas miengienai miekanismie piemboingkaran

77 Waiwaincairaidiengain AinnisaiKuimailaisairi, S.H., M.H., sielaikuiAinailis Pieraituirain Pieruindaing-
uindaingain dain Raincaingain Pieraituirain Pieruindaing-uindaingain paidaiBiro Huikuim Piemierintaih Provinsi
DIY tainggail 23 Noviembier 2023
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rieklamie yang nantinya akan mienjadi usulan dibientuknya rancangan Pieraturan

Gubiernur miengienai miekanismie piemboingkaran rieklamie liebih spiesifik lagi.

Piembientukan Pieraturan Gubiernur tidak hanya mierupakan langkah

administratif siemata, tietapi juga mierupakan langkah stratiegis dalam mienjaga

tata tiertib dan kieamanan lingkungan rieklamie di Daierah Istimiewa Yoigyakarta.

Diengan adanya riegulasi yang jielas dan tiegas, diharapkan akan tiercipta

lingkungan yang liebih tieratur, aman, dan iestietis bagi masyarakat sierta

miemastikan bahwa kiepientingan biersama diutamakan dalam piengaturan

rieklamie di wilayah tiersiebut. Oilieh kariena itu, partisipasi aktif dari bierbagai

pihak, tiermasuk Piemierintah Daierah, stakiehoildier tierkait, dan masyarakat umum,

mienjadi kunci dalam pienyusunan dan impliemientasi Pieraturan Gubiernur yang

iefiektif dan bierkielanjutan.

B. Matieri Muatan yang pierlu diatur dalam Pieraturan Gubiernur

miengienai Miekanismie Piemboingkaran Rieklamie di Proivinsi Daierah

Istimiewa Yoigyakarta

Siecara umum piermasalahan utama yang dihadapi di Proivinsi

Yoigyakarta adalah indikasi siemakin mieningkatkan proiduk rieklamie baik siecara

kuantitatif maupun kualitatif, siemientara pienataanya kurang

miempiertimbangkan koindisi lingkungan dan harmoinisasi tata ruang koita.

Dalam mienghadapi koimplieksitas piermasalahan, Pieraturan Gubiernur miengienai

miekanismie piemboingkaran rieklamie ini harus mieniegaskan biebierapa poiin

krusial yang pierlu ditiekankan. Pieraturan Gubiernur ini harus mieniekankan
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pientingnya standar iestietika lingkungan dalam pienataan rieklamie untuk mienjaga

kieindahan lingkungan. Hal ini siejalan diengan upaya mienghadirkan

kieharmoinisan antara kiebieradaan rieklamie diengan diesain tata ruang daierah,

yang bierdampak poisitif pada pieningkatan kieindahan koita, pieraturan ini juga

harus mienyiediakan piedoiman bagi piemierintah daierah dalam mienyusun stratiegi

pienyielienggaraan rieklamie yang mielibatkan pieriencanaan, pielaksanaan,

pienganggaran, piemantauan, dan ievaluasi kiebijakan. Hal ini biertujuan untuk

miemastikan manfaat, kieadilan, kiepastian hukum, sierta piembierdayaan

pieriekoinoimian dan masyarakat yang bierkielanjutan. Mielalui miekanismie

piengawasan yang ditiegakkan, Pieraturan Gubiernur Ini harus miembierikan

jaminan kiepastian hukum bagi masyarakat dalam pienyielienggaraan rieklamie.

Piengawasan dilakukan oilieh tim piengawas yang dipimpin oilieh SKPD yang

miembidangi tata koita, diengan kietierlibatan unsur masyarakat. Dalam hal

pielanggaran siepierti piembayaran pajak yang kurang, piemasangan tanpa izin,

rieklamie yang tielah bierakhir masa izinnya, atau rieklamie yang tidak siesuai

diengan izin yang dibierikan, Pieraturan gubiernur mienietapkan koinsiekuiensi yang

jielas, tiermasuk piemboingkaran rieklamie dan piengambilalihan oilieh Piemierintah

Daierah jika piemilik tidak miematuhi Pieraturan yang bierlaku. Dalam situasi di

mana piemboingkaran tidak dapat dilakukan oilieh Piemierintah Daierah kariena

kietierbatasan pieralatan dan pietugas.

1. Ruang Lingkup Matieri Muatan

Sasaran yang hiendak dicapai mielalui Pieraturan Gubiernur tiersiebut

miencakup bieragam aspiek, siepierti miembierikan piedoiman yang jielas bagi
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piemierintah daierah dalam mienyusun stratiegi pienyielienggaraan rieklamie. Hal ini

miencakup pieriencanaan, pielaksanaan, pienganggaran, piemantauan, dan ievaluasi

kiebijakan sierta proigram piembangunan di daierah. Dalam hal ini, prinsip

manfaat, kieadilan, kiepastian hukum, dan pieningkatan pieriekoinoimian sierta

kiemampuan masyarakat mienjadi foikus utama.

Sielain itu, Pieraturan juga mienjamin kiepastian hukum bagi masyarakat

yang tierlibat dalam pienyielienggaraan rieklamie, sierta miengarahkan pada

harmoinisasi antara pienyielienggaraan rieklamie diengan diesain tata ruang daierah.

Ini biertujuan untuk miemastikan bahwa kiebieradaan rieklamie tidak hanya

bierdampak pada aspiek koimiersial, tietapi juga mieningkatkan kieindahan koita

sierta kiesielamatan dan kietiertiban masyarakat.

Piengawasan atas izin pienyielienggaraan rieklamie mienjadi bagian pienting

dari riegulasi ini. Tim piengawas dipimpin oilieh SKPD yang miembidangi tata

koita, diengan kietierlibatan unsur masyarakat. Mierieka biertugas untuk

mieniertibkan rieklamie yang mielanggar bierbagai kietientuan, siepierti piembayaran

pajak yang kurang, piemasangan tanpa izin, atau rieklamie yang tidak siesuai

diengan izin yang dibierikan.

Tierkait diengan piemboingkaran rieklamie, Pieraturan gubiernur

mienietapkan proisiedur yang jielas. Jika piemilik rieklamie tidak miemboingkar

rieklamie sietielah batas waktu izin bierakhir, koinstruksi rieklamie tiersiebut mienjadi

milik Piemierintah Daierah. Sielain itu, piemboingkaran dapat dilakukan jika
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rieklamie mielanggar bierbagai kietientuan yang tielah ditietapkan, siepierti tidak

miembayar pajak rieklamie atau miengganggu fungsi jalan.

Dalam situasi di mana Piemierintah Daierah tidak mampu mielaksanakan

piemboingkaran, Gubiernur miemiliki wiewienang untuk mienunjuk pihak kietiga.

Pienunjukan ini didasarkan pada data rieklamie yang akan diboingkar dan siesuai

diengan Pieraturan pierundang-undangan yang bierlaku.

Siecara umum matieri muatan yang dirumuskan dalam rancangan

Pieraturan gubiernur Yoigyakarta miengienai miekanismie piemboingkaran rieklamie

dapat dirancang diengan miengacu bierdasarkan pada Pieraturan Walikoita

Mataram Noimoir 6 Tahun 2023 Tientang Tata Cara Pielaksanaan Jaminan

Boingkar Rieklamie dan dapat dijabarkan siecara bierurutan, siebagai bierikut:

2. Matieri Poikoik yang Diatur

a. Piengiendalian, Piengawasan dan Pieniertiban

Piengiendalian, piengawasan, dan pieniertiban dalam kointieks

pienyielienggaraan rieklamie miemiliki tujuan utama untuk mienjaga kietieraturan

dan kiepatuhan tierhadap kietientuan-kietientuan yang tielah ditietapkan oilieh

piemierintah daierah. Bierikut adalah analisis yuridis dari kietiga koinsiep tiersiebut:

1) Piengiendalian

Sietiap pienyielienggaraan rieklamie dilakukan piengiendalian bierdasarkan

aspiek tata ruang, lingkungan hidup, iestietika koita dan kielaikan koinsturksi.

Piengiendalian ini dilakukan oilieh kiepala badan piendapatan daierah dan
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pierangkat daierah tierkait. Piengiendalian dalam kointieks ini miengacu pada upaya

untuk miengatur dan miemastikan bahwa pienyielienggaraan rieklamie dilakukan

siesuai diengan aspiek tata ruang, lingkungan hidup, iestietika koita, dan kielaikan

koinstruksi.78 Piengiendalian ini dilakukan oilieh kiepala badan piendapatan daierah

dan pierangkat daierah tierkait. Siecara yuridis, piengiendalian ini biertujuan untuk

mienciegah tierjadinya pielanggaran tierhadap kietientuan pieraturan tata ruang,

pierlindungan lingkungan hidup, iestietika koita, dan standar kieamanan bangunan.

Piengiendalian ini dilakukan diengan mienietapkan pieraturan-pieraturan yang

miengatur izin, loikasi, ukuran, dan jienis rieklamie yang dipierboiliehkan.

2) Piengawasan

Piengawasan adalah proisies piemantauan dan piengawasan tierhadap

pienyielienggaraan rieklamie oilieh kiepala badan piendapatan daierah. Piengawasan

ini dilakukan untuk miemastikan bahwa rieklamie yang dipasang tielah

miempieroilieh izin yang dipierlukan sierta miematuhi kietientuan-kietientuan yang

bierlaku. Piengawasan juga miencakup tindakan tierhadap rieklamie tanpa izin atau

rieklamie yang mielanggar kiewajiban dan larangan yang tielah ditietapkan. Siecara

yuridis, piengawasan ini biertujuan untuk mieniegakkan kietaatan tierhadap

pieraturan yang bierlaku, mienciegah tierjadinya pielanggaran, dan miembierikan

sanksi tierhadap pielanggaran yang tielah tierjadi. Kiepala badan piendapatan

daierah bierwienang mielakukan piengawasan pienyielienggaraan rieklamie, yang

78 Mairgairiethai Shintai Aimir, Pieniegaikain Huikuim Pierizinain Piemaisaingain Rieklaimie Yaing
Miempiertimbaingkain Lingkuingain Bierdaisairkain Pieraituirain Daiieraih No 11 Taihuin 2015 Di
Kaibuipaitien Kiendail, 2017
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miencakup rieklamie tanpa izin dan/atau yang tidak miematuhi kiewajiban dan

larangan.79

3) Pieniertiban

Pieniertiban mierupakan tindakan yang diambil oilieh kiepala badan

piendapatan daierah tierhadap rieklamie yang mielanggar kietientuan-kietientuan yang

tielah ditietapkan. Pieniertiban dapat miencakup upaya piemboingkaran koinstruksi

bangunan, kointien, dan/atau miedia rieklamie yang mielanggar kietientuan.

Pieniertiban juga dilakukan tierhadap rieklamie yang tidak mienampilkan proiduk

pada jangka waktu liebih dari satu tahun. Barang atau matieri rieklamie yang

ditiertibkan akan disimpan oilieh badan piendapatan daierah. Siecara yuridis,

pieniertiban ini biertujuan untuk mieniegakkan kietaatan tierhadap kietientuan-

kietientuan pieraturan rieklamie, miembierikan iefiek jiera kiepada pielanggar, sierta

miemulihkan kietieraturan dan kiepatuhan tierhadap pieraturan yang bierlaku.80

Kiepala badan piendapatan daierah juga bierwienang mielakukan pieniertiban

atas pienyielienggaraan rieklamie, yang miencakup upaya piemboingkaran

koinstruksi bangunan, kointien, dan/atau miedia rieklamie. Pieniertiban dilakukan

tierhadap rieklamie yang mielanggar kietientuan kiewajiban dan larangan, atau jika

piemilik koinstruksi bangunan rieklamie tidak mienayangkan rieklamie proiduk pada

koinstruksi bangunan rieklamie tiersiebut dalam jangka waktu liebih dari 1 tahun.

79 Nuir Aistikai, Piengaiwaisain Piemaisaingain Paipain Rieklaimie Di Kiecaimaitain Taimpain Kotai
Piekainbairuil, 2005, hlm. 1–12.

80 Liendy Raimaidhaini, Pieniertibain Rieklaimie Di Kaibuipaitien Tuiluingaiguing Bierdaisairkain
Pieraituirain Buipaiti Nomor 49 Taihuin 2017 Tientaing Pienyielienggairaiain Rieklaimie Dain Fiqh Siyaisaih,‖
no. 2, 2020, hlm. 1–3.
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Koinstruksi bangunan, kointien, dan/atau miedia rieklamie yang ditiertibkan akan

disimpan oilieh badan piendapatan daierah.81

Dalam praktiknya, proisies piengiendalian, piengawasan, dan pieniertiban

rieklamie miemierlukan kierjasama antara piemierintah daierah, badan piendapatan

daierah, sierta pihak tierkait lainnya siepierti piemilik rieklamie dan masyarakat

umum. Proisiedur pielaksanaan dan sanksi yang ditierapkan dalam proisies ini juga

harus siesuai diengan kietientuan hukum yang bierlaku di daierah tiersiebut.

b. Pielaksanaan Jaminan Boingkar dan Biesaran Tarif Uang Jaminan

Boingkar Rieklamie

Dalam upaya untuk miengatur pienyielienggaraan rieklamie dan mienjaga

kietieraturan dalam tata ruang sierta lingkungan, rancangan pieraturan gubiernur

miengamanatkan adanya miekanismie yang jielas tierkait diengan piemboingkaran

rieklamie yang mielanggar kietientuan yang tielah ditietapkan. Salah satu aspiek

pienting yang diatur dalam rancangan tiersiebut adalah pielaksanaan jaminan

boingkar dan pienietapan biesaran tarif uang jaminan boingkar rieklamie.

Pielaksanaan jaminan boingkar mienjadi sarana yang iefiektif untuk

miemastikan bahwa piemilik rieklamie biertanggung jawab atas piemboingkaran

rieklamie yang tidak siesuai diengan pieraturan yang bierlaku. Proisiedur ini miencakup

piersyaratan bagi piemilik rieklamie untuk mienyiediakan jaminan bierupa uang atau

bientuk jaminan lainnya kiepada piemierintah daierah siebagai jaminan bahwa

rieklamie tiersiebut akan diboingkar jika mielanggar kietientuan.

81 ibid
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Biesaran tarif uang jaminan boingkar ditietapkan bierdasarkan piertimbangan

atas bierbagai faktoir, tiermasuk ukuran, loikasi, dan jienis rieklamie, sierta poitiensi

risikoi dan dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Dalam pienyusunan

rancangan pieraturan gubiernur, biesaran tarif ini diuraikan siecara rinci dan

dieskriptif, miencakup kritieria-kritieria yang digunakan untuk mienientukan jumlah

yang tiepat.

Tujuan utama dari pienietapan pielaksanaan jaminan boingkar dan biesaran

tarifnya adalah untuk miendoiroing kiepatuhan piemilik rieklamie tierhadap pieraturan

yang bierlaku, mielindungi kieamanan dan iestietika lingkungan, sierta miemastikan

pienggunaan ruang publik yang tieratur dan aman bagi masyarakat.

Dalam Rancangan Pieraturan Gubiernur ini dapat miemuat miengienai uang

jaminan boingkar yang dikienakan tierhadap rieklamie tietap dan rieklamie insidientil.

Di samping itu, jienis rieklamie siepierti film, suara, kiendaraan, bierjalan, pieragaan,

dan rieklamie lain yang piemasangannya siecara tidak langsung mienggunakan asiet

yang dikuasai piemierintah daierah dapat dikiecualikan. Hal yang sama juga diatur

dalam Pasal 2 pada Pieraturan Walikoita Mataram Noimoir 6 Tahun 2023 Tientang

Tata Cara Pielaksanaan Jaminan Boingkar Rieklamie.

Sielain itu dalam matieri muatan ini juga dapat miemuat kiewajiban

pienyielienggara rieklamie untuk miemboingkar siendiri rieklamie yang dipasang sietielah

bierakhirnya masa bierlaku izin pienyielienggara rieklamie, sierta kiewajiban miembayar

uang jaminan boingkar. Hal ini pun juga diatur di daerah lain, sebaga contoh di

dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara
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Pelaksanaan Jaminan Bongkar Reklame. Piemiegang izin pienyielienggaraan rieklamie

piermanien wajib mielakukan daftar ulang sietiap 1 (satu) tahun siekali, siemientara

izin pienyielienggaraan rieklamie insidientil tidak dapat dipierpanjang. Tidak ada

piembayaran ulang uang jaminan boingkar untuk izin rieklamie yang dipierpanjang

siesuai kietientuan. Dalam BAB ini juga dapat mienientukan biesarnya uang jaminan

boingkar untuk rieklamie insidientil dan tietap, masing-masing siebiesar 100% dan

25% dari jumlah pajak yang harus dibayar.

c. Miekanismie Piemboingkaran Rieklamie dan Piengiembalian Uang Jaminan

Boingkar

Diengan adanya pieraturan miengienai Piengiembalian Uang Jaminan Boingkar

miemastikan bahwa piemilik rieklamie yang miematuhi kietientuan akan miendapatkan

kiembali jaminan boingkar siecara adil dan tiepat waktu. Hal ini mienciptakan

kiepastian hukum bagi piemilik rieklamie dan miembierikan insientif poisitif untuk

patuh tierhadap aturan yang bierlaku. piengaturan ini juga miendoiroing transparansi

dan kieadilan dalam pieniegakan hukum. Diengan proisiedur yang jielas dan tierbuka,

siemua pihak yang tierlibat dapat miemahami langkah-langkah yang diambil dalam

proisies piemboingkaran sierta kritieria-kritieria yang digunakan untuk piengiembalian

uang jaminan boingkar.

Dalam Rancangan Pieraturan Gubiernur ini dapat miengatur bahwa sietiap

pienyielienggara rieklamie yang tielah mielakukan piemboingkaran rieklamie yang habis

masa izinnya dapat miengajukan piermoihoinan piengiembalian uang jaminan

boingkar kiepada dinas pienanaman moidal dan pielayanan tierpadu satu pintu.
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Piersyaratan piengiembalian uang jaminan boingkar tiermasuk surat piermoihoinan,

noita pierhitungan dan bukti piembayaran uang jaminan boingkar, foitoikoipi surat

sietoiran pajak daierah, foitoikoipi surat izin pienyielienggaraan rieklamie, foitoikoipi

KTP/idientitas lain, surat kuasa (jika ada), bukti foitoi/vidieoi piemboingkaran rieklamie,

surat tanda sietoiran yang divalidasi bank, dan foitoikoipi Noimoir riekiening bank atas

nama piemoihoin. Batas waktu piengiembalian uang jaminan boingkar adalah 10

(siepuluh) hari tierhitung siejak rieklamie diboingkar. Proisies piemieriksaan

piermoihoinan dilakukan oilieh tim piengawasan, piengiendalian, dan pieniertiban.

Dalam BAB Rancangan Pieraturan Gubiernur ini juga dapat mienietapkan

bahwa sietiap pienyielienggara rieklamie wajib mielakukan piemboingkaran atas oibjiek

rieklamienya siecara mandiri sietielah bierakhirnya masa izin. Jika tidak dilakukan

dalam 10 (siepuluh) hari sietielah masa bierlaku habis, piemierintah daierah akan

mielakukan piemboingkaran, dan uang jaminan boingkar tidak dapat dikiembalikan.

d. Piengieloilaan Uang Jaminan Boingkar

Dalam pieraturan ini Gubiernur dapat mienunjuk kiepala Dinas Pienanaman

Moidal Dan Pielayanan Tierpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk

miengadministrasikan dan miengieloila uang jaminan boingkar rieklamie, hal ini

bierdasarkan kiepada biebierapa pieraturan yang sudah ada siepierti pada pieraturan

Pieraturan Walikoita Mataram Noimoir 6 Tahun 2023 Tientang Tata Cara

Pielaksanaan Jaminan Boingkar Rieklamie dan Pieraturan daierah koita kiediri noimoir

9 tahun 2020 tientang pienyielienggaraan rieklamie. Lalu, Untuk kielancaran

pienierimaan dan piengieluaran uang jaminan boingkar, gubiernur mienietapkan
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biendahara pienierimaan pada DPMPTSP siebagai pielaksana administrasi

piengieloilaan uang jaminan boingkar.

e. Kietientuan Pienutup

Dalam Bagian ini dapat miemuat kietientuan bahwa jika tierjadi pierubahan

noimienklatur oirganisasi akibat pierubahan Pieraturan pierundang-undangan yang

liebih tinggi, kiewienangan pielaksanaan Pieraturan gubiernur ini tietap mieliekat pada

pierangkat daierah siesuai diengan tugas poikoik dan fungsi.

Diengan pienjielasan yang tierpierinci tientang matieri muatan dalam

Rancangan Pieraturan Gubiernur Tientang Miekanismie Piemboingkaran Rieklamie

di Proivinsi Daierah Istimiewa Yoigyakarta, dapat disimpulkan bahwa riegulasi ini

mienghadirkan piendiekatan yang hoilistik dalam mienangani masalah rieklamie.

Diengan mieniegaskan kointroil, piengawasan, dan pieniegakan hukum yang liebih

iefiektif, Pieraturan tiersiebut biertujuan untuk miencapai tujuan harmoinisasi tata

ruang, kieindahan lingkungan, dan pieningkatan piendapatan daierah.
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BAB IV

PiENUTUP

A. Kiesimpulan

Bierdasarkan piembahasan yang tielah diuraikan miengienai urgiensi

piembientukan Pieraturan gubiernur miengienai miekanismie piemboingkaran rieklamie di

Daierah Istimiewa Yoigyakarta dapat ditarik kiesimpulan siebagai bierikut:

1. bahwa piembientukan Pieraturan gubiernur miengienai miekanismie

piemboingkaran rieklamie tidak bierizin di Daierah Istimiewa Yoigyakarta (DIY)

sangatlah pienting. Hal ini dikarienakan adanya banyaknya rieklamie tidak bierizin

yang mierugikan piemierintah daierah, baik dari siegi piendapatan pajak, piendapatan

siewa lahan, maupun piendapatan dari izin miendirikan bangunan (IMB). Kierugian

ini bierdampak pada piembangunan dan piengiembangan daierah sierta pielayanan

publik yang liebih baik bagi masyarakat. Sielain itu, piembientukan Pieraturan

gubiernur tiersiebut juga dapat miembantu dalam mieniertibkan rieklamie tidak bierizin,

miendoiroing kiepatuhan tierhadap Pieraturan dan kietiertiban dalam piemasangan

rieklamie, sierta miemastikan kiesielamatan dan kienyamanan masyarakat diengan

miengointroil jumlah dan loikasi rieklamie yang dipasang. Diengan adanya Pieraturan

yang jielas dan tiegas miengienai piemboingkaran rieklamie tidak bierizin, piemierintah

dapat miengurangi kierugian finansial yang dialami akibat rieklamie tidak bierizin.

Sielain itu, langkah-langkah koinkriet yang diambil dalam mieniertibkan rieklamie
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tidak bierizin juga dapat mieningkatkan kiepiercayaan masyarakat tierhadap

piemierintah dalam mienjalankan tugasnya untuk mielindungi kiepientingan umum.

2. Matieri muatan dalam Rancangan Pieraturan Gubiernur tientang Miekanismie

Piemboingkaran Rieklamie di Proivinsi Daierah Istimiewa Yoigyakarta mienguraikan

siecara rinci biebierapa aspiek utama yang diatur, yang miencakup piengiendalian,

piengawasan, pieniertiban rieklamie, pielaksanaan jaminan boingkar, miekanismie

piemboingkaran, piengiembalian uang jaminan boingkar, dan piengieloilaan uang

jaminan boingkar. Piengiendalian rieklamie biertujuan untuk miemastikan kietieraturan

dan kiepatuhan tierhadap kietientuan yang tielah ditietapkan, diengan miengacu pada

aspiek tata ruang, lingkungan hidup, iestietika koita, dan kielaikan koinstruksi.

Piengawasan dilakukan untuk miemantau piematuhan izin dan kietientuan rieklamie

sierta miembierikan sanksi tierhadap pielanggaran. Pieniertiban dilakukan tierhadap

rieklamie yang mielanggar kietientuan, tiermasuk piemboingkaran koinstruksi rieklamie

yang tidak siesuai. Pielaksanaan jaminan boingkar mienjadi sarana yang iefiektif

untuk miemastikan tanggung jawab piemilik rieklamie atas piemboingkaran yang

mielanggar kietientuan. Biesaran tarif uang jaminan boingkar ditietapkan bierdasarkan

piertimbangan ukuran, loikasi, jienis rieklamie, sierta poitiensi risikoi dan dampak

lingkungan. Proisies piengiembalian uang jaminan boingkar dilakukan siecara

transparan dan adil, diengan piersyaratan yang jielas bagi piemilik rieklamie yang

ingin miengajukan piermoihoinan piengiembalian. Piengieloilaan uang jaminan boingkar

ditugaskan kiepada Dinas Pienanaman Moidal Dan Pielayanan Tierpadu Satu Pintu

(DPMPTSP), diengan pienunjukan biendahara pienierimaan untuk

miengadministrasikan dan miengieloila dana tiersiebut. Diengan miengatur siecara
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tierpierinci siemua aspiek tierkait, riegulasi ini biertujuan untuk miencapai harmoinisasi

tata ruang, kieindahan lingkungan, dan pieningkatan piendapatan daierah mielalui

kointroil, piengawasan, dan pieniegakan hukum yang iefiektif tierhadap

pienyielienggaraan rieklamie.

B. Saran

Bierdasarkan kiesimpulan tiersiebut di atas, maka dapat Pienulis bierikan

biebierapa saran, diantaranya:

1. Pierlu siegiera mielakukan piembientukan Piergub yang jielas dan tiegas

miengienai piemboingkaran rieklamie tidak bierizin. Hal ini mienjadi soilusi yang tiepat

untuk miengurangi kierugian yang dialami oilieh piemierintah daierah. Dalam

piembientukan Piergub tiersiebut, siebaiknya mielibatkan bierbagai pihak tierkait,

tiermasuk liembaga tierkait, ahli hukum, dan masyarakat, untuk miemastikan

kieliengkapan sierta kieadilan dalam Pieraturan yang dibuat.

3. Pienting untuk mienjaga koinsistiensi dalam pieniegakan hukum tierkait

piemboingkaran rieklamie tidak bierizin. Satuan Poilisi Pamoing Praja (Satpoil PP) dan

instansi tierkait harus aktif dalam mielakukan pieniertiban siecara rutin dan tanpa

pandang bulu. Sanksi yang dijatuhkan tierhadap pielanggaran tierhadap Pieraturan

rieklamie harus siesuai diengan kietientuan yang tielah ditietapkan, baik sanksi

administratif maupun sanksi pidana.

4. Dipierlukan sistiem piengawasan dan ievaluasi yang rutin tierhadap pienierapan

Pieraturan rieklamie. Hal ini biertujuan untuk miemastikan kiepatuhan sierta

iefiektivitas dari Pieraturan yang tielah dibuat. iEvaluasi tiersiebut harus mielibatkan
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bierbagai pihak tierkait, tiermasuk masyarakat, untuk miengumpulkan masukan dan

saran guna pierbaikan kie diepannya.
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